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KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 633 TAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

PADA KEMENTERIAN AGAMA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

b.

“I:j'l

bahwa untuk melgksanakan Reformasi Birokrasi pada
Kementetian Agama, perhi ditetapkan pedoman;

bahwa pedoman sebagaimana dimaksud dalam huruf a
yang ditetapkan dengan Keputusan Mented Agama
Nomor 536 Tahun 2018 sudah tidak sesusi dengan
perkembangan hukum, sehingea perlu diganti:

- bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam hurif a dan huruf b, perlu menetaplkar
Keputusan  Mentert  Agama  tentang  Pedoman
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerfan
Agame,

. Undang-Undang Nomor 28 Tehun 1999 jentang

Penyelengeara Negara vang Bersih dan Bebas dari
Korapsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Nepars
Republik Indonesia Tehun 1999 Nomor 75, Tambghan
Lembaran Negura Republik Indonesia Nomor 3851);

Undarg-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan  Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negars Republik Indonesia Tahun 1999 Nemor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3874);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Tindak Pidans Korupsi (Lembaran Negara Repuhblik
lnddonesia  Tahun 2002 Nomor 137, Tambehan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42504;

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Crand Desgn  Reformasi Birokrasi  2010-2025
(Lembaran Negarn Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 1108);

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Stralegi Nasional Pencegahan dan  Pemberantasan
Koripsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 den Jaengka
Menepgah  Tahun  2012-2014  (Lembaran  Negars
Republik Indonesia Tahtn 2012 Nomor 122):
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dikoordinasikan oleh SBekretariat Jenderal.

: Penilaian internal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada

Kementerian Agama dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal.

Pelaksanaan survei  internal  Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi pads Kementerian Agama dilalsanalkan oleh
Badan Penelitinn dan Pengembangan serta Pendidikan dan
Pelatiban.

: Penjlaian Relormasi Birolorasi pada Kementerian Agama

dilaleukan melalui: _

1. Penilaian Mandiri  Pelaksanaan Reformasi  Biroloasi
(PMPRB); dan

2. Penilaian Mandiri Pernbangunan Zona Integritas (PMPZI).

PMPRB  sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA
dilaksanakan untuk tingkat Kementerian, tingkat Unit
Eselon T Pusar, dan Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis
(UPT] yang ditunjuk sebagal sampel pelaksanaan evaluasi,

: PMPZI sebigaimans dimaksud dalam Diktum KELIMA

dilaksanakan untuk tingkat Satuan Kera/UPT dan Unit
Eselon 1 yang diusulkan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersth dan Melayani.

Seluruh  Satuan  Kerja/UPT pada  Kementerian Aguma
sampal dengan Satuan Kerja tingkat Eselon 111 wajib
melaksanakan Reformasi Birokrasi melalui Pembangunan
Zonga Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melavani pada Kementerisn
Agama,

: Pelaksanaan PMPREB dan PMPZI sebagsimana dimaksud

dalam Diknum KELIMA dikcordinasilan oleh Tim Reformasi
Birolaasi,

+ Tim Reformasi Birokrasi Unit Eselon | Pusat wajib mengoar-

dinasikan, mendamping, memantsu, dan menilal pelukss-
naan' pembangunan Zuna Integritas pada Satuan Kerja
Vertikal dan UPT masihg-masing seoara berkala.

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku,

a. heputusan Menteri Agamia Nomor 186 Tahun 2017
tentang Pedoman  Pelaksanaan Pémbangunan Zona
Integritas Menwju Wilayah  Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian
Agame; dan

b. Keputusan Mentert Agama Nomor 536 Tahufi 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Reformasi Birokrasi paca
Kementerian Agama,

dicabut dan dinyataksdn ticak berlaku,



Menetapkan

KESATU

6. Pemaluran Presiden Nomor 53 Tahun 2015 tentang
Rementeriun  Agama  [Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tenteng
Strategi Nasional Pencegehan Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara den
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 lentang
Pedoman Pembangunan Zona Infegritas Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bimkrasi  Bersth
Melayani i Lingkunpan Instansi Pemerintal (Berita
Negara Republik [ndongsin Tahun 2014 Nomorl813)
sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Menter
Pendayagunaan Aparatur  Negara  dan Reformasi
Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubshan
atas Permtumn Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformas) Birokras: Nemor 52 Tahun 2014 lentang
Pedoman Pernbangunan Zona Integritas Meriuju Wilayah
Bebas duri Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani  di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

9. Peraturan  Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama
(Berita Negars Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1495);

10.Peraturan  Menleri Agama Nomor 19 Takun 2019
tentang  Orgamispsl dan Tata Kena Instansi Verikal
Kementerisn Agama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 1117];.

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Relormasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Rirokrasi 2020-2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44 1 i;

12, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara din
Reformas) Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman HEvaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokras|
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
447).

=l

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRAS| PADA
KEMENTERIAN AGAMA,

Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Relormasi Birokrasi
pada Kementerian Agama schagaimens tefcantum dalgm
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan mi.
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KEDUABELAS  : Keputusan ini mulai berlakn pada tanggal ditetapkan.
Ditetaplean oi Jakarta

pada tanggal 1 Santenbor 2020
MENTER| AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

FACHRUIL RAZI
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTER] AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 633 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA KEMENTERIAN AGAMA

BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan
secara  konsisten dan  berkelanjuran. Berdasarkan Peraouran  Presiden
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reforinasi Birolras) 2010-
2025, saal ini pelaksanaan relormasi birokrasi telah memasuki periode
keliga alau periode terakhir masa berlaky Readmap, sekaligus berakhirnya
masa berlaku Keputusan Menteri Agama Nomor 582 Tahun 2017 tentang
Perubehan atas Lampiran Keputusan Menteri Agarnu Nomor 447 Tahun
2015 tentang Roadmap Reformasi Birokrasl Kementerian Agama Tahun
2015 -20149, _

Pada periode pertama hingge periode kedus telah tercapai banysd
kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu: hirokrasi vang
bersih, alkuntabel, dan berkineria tinggi, birokrasi vang efektif dan efisien,
dan birokrast yang mempunyal pelavanan publik yang berkualitas,
Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan
dilam mencapal sdsaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan
kualitas pelayandn publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat. Hal ini dilakiukan agar masyarakat merasakan hasil
percepatan Reformasi Birokrasi vang telah dilakukan pemerintall, terutama
pada unit kerja.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut,
Kemenlerian Agama telah membangun pllot project pelaksanaan Reformasi
Birokrasi agar dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja
lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret, terkoordinir, terpaniau dan
terevaluasi secara berkala pelaksanasan program Reforimasi Birolrasl pada
unit kerja melalui upaye pembangunan Zona Integritas.

Pembangunan Zohd Integritas merupakan role model/ministur dun
percepalan implementasi Reformasi Birokrasi melalui penegakan integritas
dan pelayanan berkualitas, Dengan demikian pembangunan Zona Integritas
menjudi aspek penting dalam Reformasi Birokrasi dan pencegahan korupsi
di Kementerian Agama. Dengan kata lain, kedunnya merupakan suatu
progrenm vang tdak dapal dipisahkan satu dengan lainnya. Oleh karena itu,
perld  upaya penyamaan  persepsi  sekaligus  peninghkatkan  kualitas
Reformasi Birokrasi Kementerian Agama baik tingkat Kementerian maupun
tingkal satuan kerja/UPT Kementerian Agama.

Berdasarkan hal terscbut, maka perlu menvelaraskar Eeputusan
Menteri Agama Nomor 186 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Zona Iritegritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Kementerian Agama dengan
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Keputusan Menteri Agama Nomor 536 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Reformas) Birokrasi pada Rementerian Agami, Penyelardsan
ini mengacy pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubshan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negam don Reformasi Birokrasi
Nomaor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Z1 Menuju WBK dan
WBBM di Lingkungan Instansi Pemenntah, Nomor 25 Tahun 2020 tentarng
Roed Map Relormiasi Birokrasi 2020-2024 dan Nomor 26 Tahun 2020 tetitang
Pedaman Evaluasl Pelaksanaan Reformasi Birokrasi,

B. Maksud dan Tujuan
L. Maksud
Pedomean Pelaksenaan ini dimaksudkan sebagai acuan bagl satuan
kerju/UPT Kementerian  Agama dalam  melaksanakan  Reformasi
Birvkrasi dan membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) /Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

2. Tujuan

Pedoman Pelaksansan ini bertujuan:

a. memberikan  keseragariin  pemshaman  dan tindakan  dalam
melaksanakin Relormasi Birokrasi dan membangun Zona Integritas
menuju WBK/WBBM,

b. meningkatkan kualitas 1ara kelola Kementerian Asama den unit
kerja/UPT Kementerian Agama yang akan diajukan penilaian/reviu
baik kepada Tim Penilmi Internal (TPl) maupun kepada Tim Penilai
Nasional (TPN). Dengan domikian, TPI dan TPN miempunyai data vang
lersimpeart secara daring; dan

¢. memudahkan dan meningkatkan efeldivitas pelaksanaan Reformasi
Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas pada Kementerian
Agama.

. Sasariin
Sasaran Pedoman Pelaksansan ini adalah tercapainya Reformasi
Birokrasi baik di tingkat kementernan maupun tingkat satuan kerja/UPT
Kementeran Agama, yaitu:
. Birokrasi yang Hersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi vang Kapabel; dar
3. Pelayanan Publik yang Prima.

. Ruang Lingkup
Ruang linglkup Pedoman Pelaksanaan ini meliputi:

I, Komponen, Bebot, Sasaran dan Indikator Pelaksavgan Reformasi
Birokrasi'dan Pernbungunan Zona Integritas Menuju WBK dan WRBRBM:

2. Tahap Pelaksansan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona
Integritas; - _

4. Syarat Satuan Kerja/UPT Borpredikat WBK dan WBBM, Monitoring dan
Evaluasi; dan

4. Pembinaan, Penghargaan dan Pengawasan.
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E, Pengertian Umum

L.

10.

11

12

Dalam Keputusan ini, vang dimaksud dengan:

Reformas) Birokrast yang selanjuinya disingkat RB adalah upaya untuk
melakukan pembaharoan dan perubahoan mendasar terhadap sistem
penyelenggaman  pemefintahan  meliputi  manajemen  perubahan,
deregulasi kebijakan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatn
lnksann, penataan sistemn mandjemen SDM, pengustan skuntabilitas,
penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Zona Integritas yang seclanjuinya disingkat 21 adalah predikat yang
diberikan kepada Sdtuan Kerja/UPT yvang pimpinan dan jajarannya
mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi
dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui RB, khususnyva
dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan
ubilik.

Ir':lr:n'uju Wilsyah Bebaws dari Korupsi yang selanjutnysd disebut Metidju
WBK adalah predikat yang diberikan kepada Saluan Kerja/UPT yang
memenuhi - sebagian besar  manajemen  perubshan,  penalasn
tatalaksana, penataan sistom mangjemen SDM, penguatan pengawasan,
dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjulnya disebt
Menuju WBBM  adelali predikat yang diberikan kepada Satuan
Kerja/UPT yang memenuhi sebagian besar manajemen perubsahan,
penatian tataliksana, penatsan sistem manajemen SDM, penguntan
akuntabilitas, penguatan pengawsasan, dan peningkatan lualitas
pelayanan publik.

Roadmap Reformasi Birokrasi adalah peta jalan (Roadmap) RB varig
berlsi rencani pelaksanaan RB sebagal punduan bagi pengelola RE pada
tingkat kementerian  unfuk melakukan langkah-langkah  konkoit
memperbaiki kualitas birokrasi pemeriniahan.

Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah  deklarasi/
pernyatsan dan pimpinan Satuan Ketja/UPT babwa Satuan Kerja/UPT
telah siap membangun ZI.

. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokmasi yang selanjutnya

disingkat PMPRB adalah model penilaian mandiri vang berbasis prinsip
Total Quality Management dan digunskan sebagai metade untuk
melakukan penilaian  serta analisis menyelurub  terhadap  kinerja
imstans| pemerintah,

Tit Reformasi Birokrasi yung selanjutnyva disingkal Tim BB adalah tim
vang dibentuk aleh pirpinan Satuan Kerja yang mempunyai tugas
melaksanakan RB dan Pembangunan 21 pada Kementerinn Agama.
Kelompok Kerja Reformasi Birpkrasi yang selanjutnya disingkat Polja
RB adaleh bagisn Tim RB yang mempunyvai tugas memastikan
terlaksanarya delapan aren perubuhan dalam pelaksanaan program RB.
Tim Kerja adalah tim RB tingkal Satuan Kerja/UPT vang dibentuk nleh
pimpman Satuan Kerja/UPT yung mempunyni tugas mengoordinasikan,
memantihu, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan RB melalui
pembangunan Z1 Menuju WBK dan WBBEM;

Asesor adalah pegawai Kementerian Agama vang melakukan PMPFRB di
tingkat Kemernterian atau di tingkat unit kerja/UPT pada Kementerian
Agama,

Tim Asesor/Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPl adalah
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tim yang dibentuk oleh Menteri yang mempunyai tugas melakikan
PMPRB dan penilaian pada Satuan  Kerja/UPT dalam rangka
memperoleh predikat Menuju WBK dan WBBM.

Tim Penilai Unit Eselon | adalah tim yang dibentuls oleh pimpinan unit
eselon I yang mempunyai tugas melakuken penilaian pendahulusn
terhadap Satuan Kerja/UPT dalam rangka memperoleh predikat
Menuju WBK dan WBBM.

Tim Penilai Nasional yang selanjulnya disingkat TPN adalali tim yang
dibentuk untuk melakukan evalussi terhadap Satuan Kerja/UPT vang

diusulkan menjadi ZI Menuju WBK dan WBBM. Tim Penilai Nasional

tercliri dari unsur Kementerdan Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi  Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsl (KPK), dan
Ombudsman Republik Indonesia (ORI), _ _

Agen Perubahan (Agent of Change/ adalah individu/kelompok terpilih yang
menjadi pelopor perubashen dan sckoligus deapat menjadi contoh dan
panutan dalam berperilalon yang mencerminkian integritas ddn kinerja
vang tinggl di linglkungan organisasinga.

Evaluasi Eksternal adalah evaluasi atas pelaksanaan RB yang dilakukan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refortnasi Birolrasi
atau tim yang ditugaskan oleh unit pengelola RB nasional.

Kertas Kerja adalah lembar isianjjawaban awas pertanvaan yang
berhubungan dengan penilaian mandiri pelalksanaay RB.,

Konsensus  adalah  proses untuk menghasilkan  atau  menjadikan
kesepakatan yang disetujul secury bersama-sama.

Menteri adalah Menteri Agama.

Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
yvang merupekan bagian dari suam unil organisasi pada Kementerian
Negara/Lembaga yang melaksanalan saiu atan heberapa kegiatan dari
suatu program.

Unit Pelaksana Teknis yang selanjiitnya disingkat UPT adalah unit kerja
bagian darl satian keja yang bersifat mandini yang melaksanakan tugss
t=knis operasional tertentu dan/ato tugas teknis peTmuTgang tertenty dan
organisasi induknya,.

Quick Wins adalah Program perccpatan dalum benmuk inisiatil kegiaan
yang  mengeambarkan  pércepatan pelaksansan 0 RB 0 gleh
kementérian/lembaga/ peinerintah daerah.
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KOMPONEN, BOBOT, SASARAN DAN INDIKATOR
PELAKSANAAN REFORMAS]! BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA
INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM

A. Reformasi Birokrasi
1. Komponen Pelaksanaan Refarmasi Birokrasi

Untuk mencapal sasaran RB secara efektil, maka komponen yang
harus dibangun oleh Kementerian Agama meliputi dua jenis komponen,
yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. DI bawah ini adalah:
gambar yvang menunjukkan hubungsn masing-masing kamponen dan
indikator.

Gaimbar 2.1
Model Hubungan Antar Komponen Reformasi Birokrasi
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Melului model tersebut dapat diuraikan bahwa program-program
yang ditetapkan dalam Readmap RB 2020-2024 merupakan proses yang
menjadi pengungkit vang diharapkan dapat menghasilkan sasaran
pemerintall yang bersili dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel,
serta pelavanan publik yvang prima

Program Mangjemen Perubahan, Penatasn Peraturan Perundang-
undangun, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksaum,
Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan
Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelaydnan Publik merupakan
komponen pengungkit yang dihdarapkan dapat menghasilkan sasaran
pemenintahan yang cfcklil dan efisien, birokrasi vang bersibh dan
akuntabel serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Penilassan terhadap setiap program dalam kemponen pergungkit
dan komponen hasil diukur melalui indikawr-indikator yang dinilai
mewalill program tersebut, schingea dengan menilal indikator terscbin
dlharapkan dapal memberikan gambaran pencapaian upaya vang
berdampak pada pencapaian sasaran.

Komponen yang harus dibangun Kemenferian Agama adalah
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komponen pengungkit dan komponen hasil,
l) Komponen Pengurighkit
Penilaian  terhadap  setiap  program  dalam karnponen
pengungkit (proses) dan sasaran RB diukur melalii indikator-
indikator yvang dinilai mewakili program tersebut, sehinega dengan
menilal indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran
pencapaian upaya yang berdampalk pads pencapaian sasaran:
Komponen pengungkit terdin dari 3 (tiga) aspek, vaill Aspek
Pemenuhun, Hasil Antara Area Perubahan, dan Aspek Reform.
Kategori-kategori pengungkit ini menjadi bagian dari 8 {delapan) area
perubahan RB, yaiti: manajemen perubahan, deregulasi kebijakan,
organisasi, tata luksana, SDM aparatur, akuntabilitss, pengawasan,
dan pelayanan publik.
Cambar 2.2
Madel Aspele Komponen Pengungil

| FEROy
Al
o LTI

2] Komponen Hasil
Komponeti Hasil merupakan dampak dari ypaya-upaya atay
program/kegiatan yang lelah dilakukan oleh Kementorian Agamta
dalam mewujudkan sasaran RB., Berdasarkan model Perigungliit-
Hasil di atas, yang menjadi bagian darl Komponen Hasil dapat
dijelaskan sebagai berikut:
a) Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, dengan dua indikator yaitu:
(1) Opini Badiun Pemeriksa Keuangan;
(2) Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIPY;
b) Kualitas Pelayanan Publik, dengan satu indikator yvaitu Indeks
Persepsi Kualitas Pelayanan (1PKP);
¢) Pemerintahan yang Bersih' dar Bebas dari KEN, dengan satn
indikator yaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK); dun
d) Kinerjn Organisasl, dengan tiga indiketor vaiu;
(1) Capadan Kinerja Kementerian Agamug;
(2) Capuian Kinerja Lainnya; dan
(3} Survel Internal Orpanisasi.

2. Bobu Masing-Masing Komponen
Totil bobot kedua komponen adalah 100, dengan rinecian
komponen pengungkit memiliki bobot 60%, dan komponen hasil
memiliki bobot 40%. Secara rinci dapat dilihat pada tabsl di bawah ini.



=71 =

Tabel 2.1
Hobot Per Komponen dan Sub Komponen
Relormasi Birokrasi

No Roinpanen B;E,Eff Sub-Kompanen EEEF '
1 | Pengungkit ] .
| &. Aspek Pemernihan 20 | & Manajemen Perubaban 2.8
b. Deregulasi Kebijakan 2.0
| € Prhataan Organisasi 3.0
. Penataan Tatulaksana 25
e. Penatasn Manajemen SDM 3.0
{. Pengualan Akuntabilitas 25
. Penguatan Pengawasan 2,9
h. Pemingkatan Kualitas 2.5
_ Pelayanan Publik
h. Aspek Hasil Antara 10 | & Kuyslitas Pengelolann Arsip 1.0
h. Kualitas Pengelolaan 1.0
Pengadsan Borang
c. Kualitas Pengelolaan 10
Keuangan .
B d. Kulitas Pengelolann Asct 1.0
- ¢, Merit Systetn 1,00
f._ASN Profesional 1.0
B g. Kualitas Perencanaan 1,0
h. Maturitas SFIP 1,0
. Kapalulitas APIP 1,0
j. Tingkat Kepatuban 1,0
Standar Pelayanan
c. Aspek Reform 30 | &. Menajemen Peryubuahan 3.0 |
b, Dereguinmi Kehijakan 30
| . Penataan Organisasi 4,5
d. Fenntaan Tatalaksana 3.75
e. Penataan Mangjemnen SDM 4.5
— f. Penguatan Akumiabilitas | 3,75
g Penguatan Pengawsdsarn 3,75
h. Peningkutar Kudlitas 3,75
Pelavanan Publik
2 | Hasil 40 -
a. Alcuntobilitas Kinerjn 10 | & Opinl BPK 3.0
dan Kellangan
b. Nilai Aluntsbilitas Kinerja 7.0
b, Kualitas Pelayanan 10 | Indeks Persepsi Kualitas 10,0
fuh_ﬂ'k - Pelayanan
c. Pemsrintah yang 10 | Indeks Persepsi Anti Korupsi 10,0
Bersih dan Bebas ' ' "
KKN
d. Kinerja Orpanisasi 10 | a. Capaian Kinerjn 50
b. Kinerja Lamnya 20
- B c. Survel Internal Organisasi 30
Total {1+2) 100

3. Sasaran, Langkahi dan Indikator Komponen Pehgungkit

4. Manajemen Perubalian
Mangajemen

Perubahan  berfujuan

untitk mentransformasi

sistem dan mekanisme kerje organisasi serta mindset [pola pikin) dan
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cultureset (carn kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, novatif,

responsive, professional, dan berintegntas sehingga dapat memenuhi

tuntutan  perkembangan zaman dan kebutubian masvarakat yang
sermakin meningkal.

Kondisi yang ingin dicapal pada area pcruhahem il acalah:

1) semakin konsistennya keterlibatan pimpinan dan selurub jajnran
pegawai Kementerian Agama dalam melaksanakan RB;

2} perubahan pola pildr dan budayva kerja Kementerian Agarma varg
semalin meringkat, khususnva dalam merespon perkembangan
ZOLITIAL

3] menurunnya resistensi terhadap perubahan; dan

4) budeya perubahan vang semakin melekat fembedded) pada setiap
satuan kerja/UPT;

Atas dasar terschut, maka largkah wveng harus dilakukan
Kementerian Agama untuk mencrapkan manajemen  perubahan,
yaitu:

1} Aspek Pemenuhan
a] Membentuk Tim RB, dengan indikator:

(1) Tim RB/Penanggung jawab RB baik tingkat pusat maupun
unit kerja telaly dibentil;

(2} Tim RB/Penanggung jawab RB lelah melaksanskan tugas
sesuai rencana kerja Tim RB; dan

(3) Tim RB/Penanggung jawsb RB telah melalmkan monitoring
dan evaloasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah
ditindaklsnjut

b} Menhyusun Roadmap Relormasi Birokrasi, dengan Indiksator:

(1) Roadmap/rencana kerja reformesi unit kerja telah disusun
dan diformallan;

(2} Roadmap telah mencakup 8 area perubahan;

(3) Roadmap telah mencakup "Cuick Win';

(1) penyusundn  Readmap telah  melibatkan  selurubh unit
organisasi; dan

(3) telah  terdapat sosialisasi/internalisasi Roadmap/ rencana
kerja RB unit kerja kepada anggota organisasi; dan

(6) roncana kerja BB unit kerja selaras dengan Roadmap.

o] Melakukan pemantavan dan evaluasi RB, dengan indikator:

(1) PMPRB telah direncanakan dan diorgunisasikan dengan
Diaile;

(2} aktivitas PMPRB telah dikemunikasikan pada masing:
masing unit kerja;

(3] telah dilakukan pelatihan vang cukup bagi Tim Asessor
PMPRE;

(4) pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesaor sesuai dengan

 ketentuan yang berlaku;

(3] Koordingtor Asesor PMPRB telah melakukan revin terbadap
Kertas Kerja Asesor sebelum menyusun Kertas Kerja
instarist;

[B) para Asesor telah mencapai Konsensus atas pengisian
Kertas Kerju sebelum menctapkan nilai PMPRB instansi;

[7) Reneana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan
dan diloksanakan; dan

(8) Penanggung jawab RB internal unit kerjo telah melakukan
pemantayan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja.
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) Melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja dengan

indikator:

(1) terdapat  keterlibatan  pimipinan  tertinggl/ pimplnan  unit

kerja secara aktil dan berkelanjutian dalan pelaksanann RB;
(2) terdapat media  komunikasi  secara reguler untuk
menyosialisasikan tentang RB vang sedang dan akan
dilakulkan; dan
(3] terdapat upaya unruk menggerakkan organisasi/unit kerja
dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of
change ataupun rale model,

2) Aspek Hasil Antara

Pada area Manajemien Perubahan, untuk saat i beham

terdapal indikator vang menggambarkan hasil antara. Namun
demikian indikator hasil antara pada area perubahan Ini
dimungkinkan ada jika terdapat penilaian yang relevan di waktu
tertentu.

3 Aspek Reform

Pada aspek reform, keberhasilan progrum ini divkur dengan

medperhatikan bebsrapa hal:
d) Komitmen dalam Perubahan:

(1) Agen Perubahan telah membuat perubahan yang kankret di
instansi/ Satuan Kerja/UPT;

(2] perubalian vang dibuat Agen Perubohan telah terintegrasi
ddlam sistem meanajemei; dan

[3) adanya kebijakan yang mendorong Satuan Kerja/UPT untuk
melakukan perubahan {reform).

b) Komitmen Pimpinan

(1) prmpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanasan R,
dengan adanyes target capaisn reformasi veng jelas di
dokumen perehecanaar;

(2) pimpinan memillki komitmen terhadap pelaksanaan RB,
dengan adanya perhatian khusus kepada Satuan Kerja/UPT
yang berhasil melaksanakan reformasi,

¢} Membangun Budaya Kerja

Adanya kebijakan duntuk membangun budayd ketja positilf dan
menerapkan Lima Nilal Budaya Kerja Eementerian Agama
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari,

b. Deregulasi Kebijakan

Deregulast  kebijjgkan bertujuan’ untulk  menyederhanakan

regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan vang sifatnya mengham-
bat. Selain melaksanakan dercgulasi kebijakan, Kementerian Agama
diharapkan dapat meningkatkan efleldivitag pengelolasn peraturar
perundang-undangan yang dikeluarkan.

1]
3

3]

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
menurunnya  tumpang  undih dan  disharmonisast  peraturan
perundang-undangan;
meningkatnya efektivitas  peéngelolaan peraturan  perundarig-
undangan; dan
menurunnya kebifalan yang menghambat investasi/ perizinan/
kemudahan berusaha.
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Atas dasar tersebut, maksa langkah wang harus dilakulan
Kemenlerian Agama untuk menerapkan deregulasi kehijakan, yaitu:
1) Aspek Pemenuhan

d) Melakukan harmonisasi Dberbugal peraturn  perundang-
undangan Kementerign Agama, dengan indikator:

(1) telah  dilakukan identifikasi, analisis, dan  pemetaan
terhadap peraturan  perundang-undangan vang tiduk
harmonis)sinkron yang akan direvisi /dihapiis; dan

(2) telah dilakukan revisi kebijzkan yang tidak harmonis/ tidak
sinkron/ bersifal menghamlal

b) Membangun  sistem  pengendalian  dalam  penyusunsn
peratiran perubiddang undangan, dengan indikator:

(1) terdapat sistem pengendalian penyusunan peraturan
perundangan vang mensyaratkan adanya rapat koordinasi,
naskah  akademis/kajian/policy  paper, dan  paral
koordinasi; dan

[2) telah  dilakukan  evaluasi atas pelaksanaan  sister
pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan,

2] Aspek Hasil Antara
Pade ares dercgulasi kebijakan, untuk saat ini belum
terdapat indikator yang menggambarkan hasil amara. Namun
demikian indikator hasil antara pada area perubahan imi
dimungkinkan ada jika terdapat penilaian yang refevan di waktu
tertentu
3 Aspek Reform
Pada aspek reform keberhasilan program ini divkur dengan
memperhatikan beberapa hal:
a) Peran Kebijakan:

(1) kebijalan yang diterbitkan memiliki pets  leterkaitan
dengan kebijakan lainnys; '

(2) kebijakan terkait pelayanan dar atdau  perizinan yang
diterbitkan memuat unsur kemudahan den  efisiensi
pelavanan utama Kementerian Agama; dan

(3) kebijakan tarkait pelayanan dan  ateu  perizinan yang
diterbitkan memuat unsur kemudahan dan  efisiensi
pelayanan ulama Satuan Kenga/UPT.

bl Penyelesaian Kebijakan

Penyelesaian kebijakan sesuwi dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

©. Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan dan' penguatan  organisasi - berlujuan  untik
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Kementerian Agame
secara proporsional sesusi dengan kebutuhan pelaksanaan tugas
masing-masing schingea tervipta organisasi yang tepat fungsi dan
tepal ukuran.
Selain itu, penataan dan penguatan organisasi juga diarahkan
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untuk meneiptalan organisasi pemerintali vang semakin sedérhans
dan lincah yang salah satunyil ditunjukkan dengan berkurangnya
lenjang organisasi.
Adapun kondisi yeng ingin dicapai melalui program ini adalah:
1) menurunnys tumpang tindih tugas pokek dan fungsi internal
Kementerian Agama;

2] meninglaimya kapasitas Kementerian Agama dalam melaksanakan
tugas dan [ungsi,

d) terciptanys  desain  organisasi  Kementerian Agama vang
mendukung kinerja; dan

4) berkurangnya jenjang organisasi Kementerian Aguma dalam rangka
meninghkatkan efektivitas dan efisiensi kerja.

Atas dasar terschul, maka langkah yang harus dilakukan
Kementzrian Agama untuk mencrapkan penataan dan penguatan
orgamisasi, yaiu;

1} Aspek Pemenuhan
i) Melakukan penataan organisasi, denpan indikator:

(1) telah disusun desain organisasi yang sesuaii dengan rencana
siralegis; _

(2) telah  dilakukan  penyederhanagn  tingkat  struktur

 Orgarmsas;

(3) telah  dirumuskan mekanisme hubunpgan dan koordinasi
antara Jabatan Pimipinan Tinggi dengan Kelompok Jabitan
Fungsional yang ditctapkan;

(4) telah dilakukan pengalihan jabatan strukiural ke jabatan
fungsional sesuai kriteria unit organisasi vang berpotensi
dialihkan; dan

(5) telah disusun kelompok jabatan funesional yang sesiai
dengan lugas dan fMngsi Kemefiterian Agama.

b) Melakukan evaluasi kelembagaan, dengan indikator:

(1) telah  dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai
ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi;

(2) telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi;

(3) teiah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan
duplikasi lungsi;

(4) telah  dilakukan  evaluasi yang menganalisis  satuan
organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam
satu kelompok;

(3] telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinun
adanya pejabat yang melapor kepada lebilh dari SeOrang
atasan,

(6) telah dilakukan evaluasi kesesumian tugas dan funesi

__ dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya;

(7} telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang Kencdall
terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya;

(8) telah  dilakukah evaluasi yang menganalisis kesesuaian
struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja vang akan
dihasilkan;

() telah  dilakukan evaluasi atas kesesugian  struktur
organisasi dengan mandat /kewenangan lembaga;

(10) telah dilakukun evaluasi yang menganalisis kemungkinan
tumpang tindih fungsi dengan instansi lain: dan
(11) telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan
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struktur orgamsasi untuk adaptif wrhadap perubahan
lingkungan siraiegis.
¢) Melakukan tindal lanjut hasil evaluasi, dengan indikator:
(1) hasil evdluasi telah  ditindaklanjuti dengan mengajukan
perubahan organisasi; dun
(2) hasil evaluast untuk ditindaklanjuls dengan penvederhanaan
birokras),
2] Aspek Hasil Antara
Pada arca penatasn dan penguatan organisasi, untuk spat
ini belum terdapat indikator yang menggambarkan hasil antara.
Namun demikian indikator hasil antarn pada area perubahan ini
dimungkinkan ada jika terdapat penilgian yang relevan di waktu
rertentu,
3] Aspek Refurm
a) Orgahisasi Berbasis Kinerja
Pengulturan indikator ini dilalaikan dengan melihat kondisi
apakah telah dilakukan penyesuajan organisasi dalam rangka
rmewwjudkan organisasi vang efekiif, efisien dan tepat ultaran
sesual dengen proses bisnis, dengan mempertimbangkan
kinerja uiama yang dihasilkan.
) Penyederhanaan Grganisasi .
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi
apakah Jumlah peta proses bhisnis yang ideal dalam rangka
penyederhannan organisasi.
c)’ Hasll Evaluasi Kelembagaan
Pengukuran indikator ini dilakukan derigan melihat hasil
evaluasi kelembagaan,

d. Penataan Tata Laksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk  meningkatkan

clektlivitas ddn efisiensi sistem, proses, dan prosedur kerja pada
masing-masing kementerian/lembaga /pemerintah daerah. Salah satu
yang perlu  diciptakan adalah dengan menerapkan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elcktronik (SPBE) yang akan menjadi acuan

dalam integrasi proses bisnis, data, infrastrukwur, aplikesi dan

keamana SPBE untuk menghiasillkan keterpaduan secara nasjonal,

Adapun kondisi yang ingin dicapai melalui program ini adalah:
I} meningkainya penggunaan teknologi informasi dalem  proses

pemlﬁngﬁﬂraﬂn manajemen Kementerian Agarmna;

2] terciptanya pemanfaatan feknologi informasi lerintegrasi vang
akan menghasilkan keterpaduan proses bisnis, data, infrastruktur,
dan aplikasi skcara nasional;

) meningkainya elektivitas dan  efisiensi  proses manajemen
pemerintahan; dan

4] memngkatnya kinenas Kementenan Agama.

Aras dasar tersebul, maka langkah vane harus dilakukan
Kementerian Agama untuk mencrapkan penatsan tata laksans, yaitu
I} Aspek Pemenuhan

a) Menyusun proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)
kegiatan utama, dengan ndikator:

(1] telah disusun peta preses bisms vang sesual dengan

pedomen penyusunan  Peta Proses Bisnis Kementerian
Apama]
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(2 telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan fugas
dan fungsi;

{3) telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan
dokumen rencana strategis dan rencana ketja organisasi;

(4) telah memiliki peta proses bisnis yang sesual dengan tugas
dan lungsi dan selaras dengan kinerja organisasi secara
bBerjenjang;

(5) Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur
operasional tetap (SOP);

(6] telah dilakukan penjabaran peta lintas [ungsi (peta level nj
ke dalam SOP,;

(7) prosedur operasional tetap (SOP) telah diteraplkar;

(8) Peta proses hisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi
dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi,
dan efektivitas birokrasi; dan

(9] teluh dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang
sesuni  dengan  efektivitas hubungan  kerja antar unit
Org_amaasl untuk menghasilkan  kinerja sesuai dengan
tujuan pendirian Kementerian Agama. _ _

b} Membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE),
dengan indilkator:

(1) telah memililki Arsiteltur SPBE;

(2) telah memiliki Peta Rencana SPBE;

13} Tim  Koordinasi SPBE telah melaksanakan tugas dan
pregram kerjanya,

(4] manajemen Layanan SPBE telsh diteraplkan:

(5] telat memiliki Lavanan Kepegawaian Berbasis Elektronik;

(6) telalh memiliki Layanan Kearsipan Berbasis Elektronik;

(7) telah memiliki layanan Perencanadn, Penganggaran, dano
Kinerja Berbasis Elcktronik; dan _

(8] telah memiliki Layanan Publik Berbasis Elektranik.

] Mencrapkan keterbukaan informasi publik sesuai ketentuan,
dengan indikator:

(1) adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan inlormins
publik; dan

(2] melnkukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebjakan
keterbukaan informasi publik.

Aspek Hasil Antara

Aspek hasil antara diukur déngan mengeunakan indikator yvang

berasal dari 4 (empal) urusan, yaitu

a) Kualitas Pengelolaan Arsip, diukur dengan Nilai  Hasi
Pengawasan Kearsipan dari ANRL;

b) Kualitas Pengelolaan Pengoadaan Barang dan Jasa, diukuar
dengan Indeks Tata Kelola Pengadasn Barang den Jasa dar
LKPP;

¢} Kualitas Pengelolaan Keuangan, diukur dengan  Indeks
Pengelolaan Keuangan dari Kementerian Keuangan; dan

d) Kualitas Pengelolaan Aset, dinkur dengan Indeks Pengelolaan
Aset dari Kemeniterian Kevangarn,

Aspel Reform

Aspek reform dinkur dengan melihat kondisi apakah:

al Peta proses bisnis mempongaruhi  penyederhanaan jabatan

dilakukan dengan melihat apakah telah disusun peta proses
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hisnis dengan adanya penyederbunaan jabatan;

Sistemn  Pemerintahan  Berbasis Elektronik (SPBE) vang

terintegrasi:

(1) implementasi  SPBE  telah  lerinfegrasi  dan  mampu
mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat
dan efisien;

(2) implementasi  SPBE  lelah lerintegrasi  dan  mampu
mendorong pelaksanaan pelayanan itternal organisasi vang
lebih cepat dan efisien; dan

(3) Predikat Tndeks SPBE.

Transformasi digital membérikan nilal marnfaat

(1) transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah
mampu memberikan nilai manfaal bagi organisasi secara
optimeal;

(2) transformasi digital pade bidang administrasi pemcnnmh
tejah’ mampu memberikan nilai manfast bagi organisas
secara optimal; dan

(3) transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah
marmpu memberikan nilai manfaal bagi organisasi secara
pptimal.

¢, Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk

meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Kementeran Agama
yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis
kompetensi, transparan, serta memperoleh gajl dan bentuk jaminan
kesefaliteraan yang sepadan.

Konidisi yang ingin dicapai melalui program im adalah:

1) meninglaitnya ketastan terhadap pengelolaan SDM  aparatur
Kementerian Agama;

meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM
aparniur Kenenterian Agding;

meningkatnya disiplin SDM Aparatur Kementeriiin Agamai;
meningkatnya cfektivitas manajemen SDM aparatur Kementerian
Agama; dan

meringkarnya profesionalisme SDM Aparatur Kemenlerian Agama.

2]

3)
4

5

Atas dasar hal tersebut, maks langksah vang harus dilakukan

Ketnenterian Agama untuk menerapkan penataan manejemen SDM,

yaitu:

1) Aspek Pemenuhan

a)

Menyusun perencanain kebutuhsn pegawai sesuai dengan

kebutuhan organisasi, dengan indikator;

(1) rericana redistribus] pegawai telah disusun dan diformalkan;

(2) perhitungan kebutuhan pegawal telah dilakikan;

(2) proyeksi kebutuhan 5 tahun telah disusun dan diformalkan;

(4] perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja utamea
instansi telah dihitung dan diformalkan;

|5) perhiturigan  kebutuhan pegawal telsh dilakukan sesuai
kebutithan unit kerja;

(6] analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan;

dan ,
(¥) analisis jabatan dan analisis bebap kerja telah sesuai
kebutuban unit kegja dan selaras dengan kinerja utama
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Melaksanakan proscs pencrimaan pegawai transparan, objeltif,

akuntabel dan bebas KKN, dengan indilator:

(1) pengumumon  penerimaan  diinformasikan secara  luas
kepada masyarakat;

[2) pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan
pasti londine);

[3) pérsyaratan jelas, tidak diskriniinatif;

(4) proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan
bebas KKN; dan

(3] pengumuman hasil seleks] diinformasikan secara terbuka.

Melakulkan program  pengembangan  pegawai  berbasls

kompetonsi, dengan indikator:

(1) telah ada standar kompetensi jabatan;

(2) telah dilakukan asessment pegawai;

(3] telah disusun rencana pengembangan kompetensi dengan
ditlungan engearan yang mencukupd;

(4) telah diidentilikasi kebutuhan pengembarnigan kompetensi;

(5] telah  dilakukan  pengembangan  pegawai  berbasis
kompetensi  sesuai  dengan  rencana  dan  kebutuhsn
pengembangan kempelensi; dan

(6] teluh dilakukan monitoring dan evaluasi pengembangan
pegawal berbasis kompetensi secara berkala. '

Menerapkan promosi jabatan secara terbuka, dengan indikator:

(1) kebijakan promosi terbuka telah ditetaplkean;

(2) promosi ferbuka pengisian jabatan pimpinan tinggl telah
dilaksanakan;

(3) promosi terbuka dilakukan secara kompetitil dan obyekitif,

(4) promosi  terbuka  dilakukan  olelh  panitia  seleksi yang
mdependent; dan _

(5) hasil setiap tahapan seleksi diumumkan sceara terbuka;

Menetapkan Kinerja individu, dengan indilsater:

(1) capaian  kiterja ndividu  teluh  dijadikan dasar untuk
pemberian tunjangan kinega;

(2) penerapan penetapan kinerja individug

(3) terdapat penilaian kinerja individu vang terkait dengan
kinerja organisasi;

() ukuran kinerja individu telsh memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level di atasnya;

(3] pengukuran kinerja individu dilakukan secary periodik;

(6) telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian
kinenja individu; dan

(7] hasil penilaian kinerja individu welah dijadikan dasar untuk
pengembangan karir individu/pemberian pengharpaan dan
sanksi lainnya. _

Menersipkan  penegakan  aluran  disiplin/kode  etik/kode

perilaku pegawai, dengan indikator:

(1} aturan disiplin/kode ectik/kode perilaki instansi telah
ditetapkan;

[2) adanys monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan
disiplin/kode etik/kode perilaku Kementerian Agama; dan

(3) adanya pemberian sanksi dan imbalan (reward).

Melakukan evaluasi jabatan, dengan indilateor:

(1) informas: faktor jabatan telah disusun;
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(2) Peta jubeatan teluh ditetaplkan;

(3} Kelas jabalan telah ditetapkan,;

(4) Satuan  Kerja/UPT telah mengimplementasikan  Standar
Kompetens: Jabatan (SiJ); dan

(5) Unit kerju telak melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan
SKJ.

h) Menerapkan sislem informasi kepegawaian, dengan indikator:

(1) sistems  informasi  kepegawaian  telah  dibangun  sesuai
kebunahan;
(2) sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan;
(3) aistem’  Informasi  kepegawalan  digunakan  scbagai
pendukung pengambilan kebijakan manajemen SDM; dan
(4) sistem niformasi kepegawaian dapat diskses oleh pepawsa.
Aspek Hasil Antara
Aspek hasil antara diukur dengan dua indikaror pada dua
kondisi, yaitu:

a) Merit System, diukur dengan Indeks Sistem Merit dari KASN;

b ASN Profesional, diukur dengan Indeks Profesionnlitas dari
Rementerian Pendayagunaan Aparatur Negarn dan Reformasi
Birokras

Aspek Reform

Aspek reform divkur dengan:

a) Kinerja Individu _

Pengulkuran indikator ind dilakukan dengan melihat kondisi

apakah:

(1) ikuran kinerja individu telah berorientasi hasil foutcone)
sesusi pada levelnya; dar

(2} pencapoidn kinerja individu telaly mienjadi dasar dalam
pemberian tunjangan kinerja/penghasilan,

b) Evaluasi Jabatan
Diukur dengan melihat apakah hasil evaluasi jabatan pimpinan
trgel sudah disampaikan ke merter]/ pejalint berwetidng,

c) Assessment Pegawii
Diukur dengan meiihal apakah hasil assessment telah
dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan kerir
PERAWE.

d] Pelanggaran Disiplin Pegawai
Pengukuran indikator Ini dilakukan dengan melibat kondisi
apakah terfadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai.

¢) Kebutuhan Pegawal

- Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi
apakah hasil perhitungan kebutuhan pegawa telah dijadikan
dasar dalam pembuatan formasi dan penerimaan pegawai baru,

fi Penyetaroan Jebatan Pengukuran indikator ini dilakukan
dengan  melihat  kondisi  apakah penyetaraan  jabatan
administrasi ke jabatan  [ungsional dalam  rengka
penyederhanaan birokras: relah dilakukan.

gl Manajemen Talenta
Pengukuran indikator ini dilakukan dengsn melihat kondisi
apakah: _

(1) dilakukan pemetaan talenta yang hasilnya digunakan untuk
proses penempatan jabatan kritikal dan rencana suksesi
Jabatan; dan
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(2] dilakukan Penerapan Manajemen Talenta dalam pengisian
Jabatan Pimpinen Tingu.

f. Penguatan Akuntabilitas

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk menciptakan
Kementerian Agama vaneg akuntabel dan berkinere tinggi. Kondisi
vang ingin dicapui pada area perubahan ini adaleh;

1) meningkatnya komitmen pimpinan dan jajaran pegawal terhadap
kinerja dibandingkan sekedar kerja rutunitas semata;

2} meningkatnya kemampuan Kementerian Agama dalam mengelola
kinera organisasi; _

3) meningkatnya  kemampuan  Kementerian  Agams  dalam
menetapkan  strategi  yatng  lepat  untuk  mencapai  tujuan
organisasi; dan

4) meningkalnyy efektivitas dan efislensi penggunaan anggaran
Kementerian Agama.

Atas dasar terscbut, maka langkah yang harus dilakukan
Kementerian Agama untuk menerapkan peningkatan akuntabilitas,
yaitu: '

1} Aspek Pemermuhan
4) Melibatkan plmpinan  dalam  penyelenggaraan  sistem

akuntabilitas kinerja, dengan indikator:

(1) pirnpinan/ pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada

saat penyusunan Renstra]

(2} pimpinan/ pimpinan unit kerja terlibal secara langsung pada

saal peryusunan Penclapan Kinerja;

(3] pmpinan/pimpinan  unit  kerja memantau  pencapalan

kinerja secara berkals;

[#) pimpinan/pimpinan unit kerja telah mermahami Kmerja vang

harus dicapal dalam jungka menengah;

(5) pimpinan/ pimpinan unit kerja memahami kinerja yang

diperjanjikan di setiap tahun; dan

(6) pimpinan/pmpinan  unit  kerja  memantan  pencapaian

kinerju secara berkala.

b) Mengelnla akunlabilitas Einerja vang terdinl darl pengelolaan
data kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja
dengan ndikator:

(1) terdapat upaya perungkatan kapasitas SDM yang menangani

akuntabilitas kinerja;

12) pedoman akuntabilitas kinerja telah disusun; dan

{3) pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala.

2) Aspek Hasil Antara

Aspek hastl antara diukur dengan Indeks Perencanaan dan

Kementerian Perencanaan Pembangunean Nasional.

3) Aspelk Reform

Aspek reform diukur dengan melihat kondisi apakah:

a) Efektifitas dan Efisiensi Anggaran
Pengukuran indikator ini dilskukan dengan melibhat kondisi:

(1) penggunean anggaran vang efekiif dan efisien;

(2} perhitungan jumlal program [ kegiatan vang ada;

() perhitungan jumlah program/keglatan yang mendulkung

tercapainya Kinerja utama organisasi,

(4) persentuse sasaran dengun capaian 100% atau lebih; dan
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(5)persentase angearsn yang herhasil direfocussing  untuk
mendulkung tercapainya kinerja ntama organisast.
bl Pemanfaatan Aplikasi Aluntabilitas Kinerja
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mielihat kondisi
apakah aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaaikan dntuk
menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran.,
¢) Pemberian Reward and Punishment
Penguktiran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi
apakah hasil capdian/monitoring Perjanjian Kinerja telah
dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment
bag organisasi;
4] Kerangka Logis Kinerja
Perijpukuran  indikator inl dilakukan dengan melihat kondis:
apdkah terdapat pela strategis yung mengacu pada kinerja utama
(Kerangksa Logis Kinerja) organisasi dan  dijadikan  dalam
penentuan kinerja seluruh pegawai,

Penguatan Pengawasan
Penguatan pengawasan bertujuan  untuk  meningkatkan
penyelengearaan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada
Kementerian Agamsa. Targel vang ingin dicapai melalui program ini
adalah: ,
1) meningkatnya kepatuhan dan efektivitas terbadap pengelolann
keudingan negara;
2] mepurunnya tingkat penyalahguniaan wewenang; dan
3) meningkatkan sistem integrilas Kementerian Agama dalam upayva
pencegahan KKN. )
Atas dnrsar hal tersebut, maka langkah yang harus dilakukan
Kementerian Agarma, yaiiu:
1} Aspek Pememihan
a) Mencrapkan pengendalian gratifikasi dengan indikator:
(1] telaly terdapat kebijakan penanganan gratifikast;
(2] telah dilakukan public campaign;
(3) penanganan gratifikas) @leh dimplementasikan;
(4] telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi;
dan
(5) hasil evaluasi atas penanganan gratifikas) {elah ditindaklanjuti,
b) Menerapkan Sistem Pengawasan Intemal Pemerintah (SPLP)
dengan indikator:
(1) telah terdapat peraturan tentang SPIP,
(2) telah dibangun hingkutgan pengendalian;
(3) telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian;
(4) telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi/ unil kerja;
(5) telah dilakukan kegiatan pengendalisn untulk memimimahsir
risilkeo vang telah dildentifikasi;
(6) SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasiken kepada
seluruh pihak terkait;
(7) telah dilekukan permnantauan pengendalian intern; dan
(8] Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPIP.
¢} Mengelola pengaduan masyarakart dengan indikator:
11) telah disusun kebijakan pengaduan masyarakat;
() penanganan pengaduan masyarakat telah dilmplementasilan;
(3) hasil  penanganan  pengaduen  masyarakat  telah
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ditindaklanjuti;
(4) telah dilakukan evaluasi etas penanganan pengaduan
masyarakal;
(5) husil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
teluh ditindaklanjuti, _
d] Mengelola Whistle Blounng System (WiRS) dengan indikator:
(1) telah terdapat Whistle Blowing System;
|2) Whistle Blowing Susten telah disosialisasilean;
(3) Whistle Blowing System telah dilmplementasikan;
(4) telah dilakukan evaluasi atas Whistle Blowing System; dan
(5] hasil evaluasi atas Whisde Blowing System ftelah
ditindaklanjuti.
¢} Mengelols penanganan  benturan  kepentingan  dengan
indikator:
(1] telah terdapat penanganan benturan kepentingan,
(2] penanganan benturan kepentingan telah
diimplementasikan;
(3] telaly  dilakukan evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan, dan
(4) hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah
ditindaklanjuti. B
fi Melakukan Pembangunan ZI, dengan indikator:
(1) telah diladoukan peacanangan ZI;
12) telah ditetaphkan unit vang akan dikembangkan menjadi Z1;
[3) telah dilakukan pembdngunan ZI;
{4} telah dilakukan evaluasi atas Z1 yang telah ditentukan; dan
(5) telah terdapat unit kerja yang difetapkan sebagal “menuju
WBR/WBBM™.
g Meningatlkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemenniah
[APIP), detigan indikator.
(1] Rekamendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan,
(2] APIP didukung dengan SDM vang memadai secara kualitas
dan kuantitas;
(3) APIP didukung dengan anggaran yvang memadai; dan
(4) APIP herfokus pada client dan audit berbasis risiko.
Aspel Hiasil Antara
Ukuran keberhasilan yang digunakan schagai hasll antara
apabils penguatan pengawasan berjalan dengan baik adalah Nilai
Maturitas SPIP, dan Indeks Internal Audit Capability Model [IACM)
dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Aspek Reform
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi:
a) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHEPN)
Pengulkuran indikator ini dilalcukan dengan melihat kondisi:
(1) persentase penvampaian LHKPN;
[2) jumlah yarg harus melapotrkan; dan
(3) jumlah yvang sudali melaporkan.
b) Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
[LHIKASN)
Pengukumn indikator ini dilalulan dengan melihat kondisi;
(1) persentase penvampalan LITIKASN;
[2) jumnlah yang harus melaporkan; dan
(3} jumlah yvang sudah melaporkan.
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c] Mekanisme Pengendalian Aktivitas
Pengukuran indikator ini dilakukan dengar melihal kondisi
apakah lelah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas
secara berjenjang.
d] Penanganan Pengadusn Masyarakat
Pengukuran imdikator ini dilakuakan dengan melihat persentuse
penanganan pengaduan masvarakat.
¢) Pembangunan Zona lntughm:s
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat:
(1) komitmen pembangunan 21 (alaumulaii);
(2) pemetaan Linit Kerja untuk membangun Z1;
(3) jumlal WBK dalam 1 tubiun; dan
{4 jumlal WBBM dalam | tahun;
[} Peran APIP _
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat
(1) APIP telah menjalankan fungs: konsultatif; dan
2) APIP memberikan sardn masukan terkait peringkatar
kinerja unit kerja.

h. Peninglatan Kualitas Pelayanan Publik
Peningkatan kualitas pelayanan publik beriwuan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik Kernenterdan Agama sesuai
kebutilian dan harapan masvarakat. Targel yang ingin dicapai
melalul program ini adalah:
|} meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih  cepat, lebih
murgh, lebih  amun, dan  lebih  mudah  dijangkau) pada
Kemenienan Agam;

2) menmgkatriya jumlah unit pelavanan vang memperoleh standardisasi
pelayanan internasional pada Kemeiiterian Agama; dan

3) meningkatnva indeks kepuasan masyarakat terhadiap penyeleng-
garaan pelayanan publik Kementerian Agama.

Atas dasar hal tersebur, maka langkal vang harus dilakukan
Eementerign  Agama untuk mensrapkan  peningkaten  kuslitas:
pelayanan publik, yaitu:

1) Aspek Pemenuhan
@) Mencrapkan standar pelayanan dengan indikator:

(1) terdapat kebijakan standar pelayanan;

(2) standar pelayvanan telah dimaklumatkan; dan

() dilakulkan reviu dan perbaikan sdlos slandar pelayarian.
terdapat kebijakan standor pr:layanan

b) Menerapkan budaya pelayunan prima dengan indikator;

(1) telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan
ﬂﬂﬂfd,mu kompetensi tentang penerapan budava pelayanan
prima;

(2) Informasi tentang pelayanan  mudaly diakses melalal
berbagai media;

(3) telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi
bagi petugas pemberi pelayanan;

(4] telah  terdapat sisiem pemberian kompensasi  kepada
penerima layanan bila lavanan tidak sesuai stanear;

(5] telah terdapat sdrana lavanan terpadu/terintegrasi; dan

(6) Terdapat inovasi pelayanan.
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¢} Mengelola pengaduan layanan, dengan indikator:
(1) terdapat media pengaduan dan konsullasi pelavanan;
(2) terdapat unit yvang mengelola pengaduan dan konsultasi
pelayanan;
() telah dilakukan tindak lanjut atas selurub pengaduan
pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan; dan
(4) telah  dilakukan  evalussi was  penanganan  keluhan/
masukan dan konsultasi, '
d) Melakukan Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan, dengan
mdikator:
(1) dilakukan survei kepussan masyarakat terhadap pelavanan:
(2} hasil survei kepuasan masvarakat depal diakses secarn
rerbuke; dan
(3) dilekukan tindak lanjiut atas hasil survei kepuasan
masyarakat.
€] Menerapkan Teknologi Informasi, dengan indikator:
(1) telah menerapkan teknologl informasi dalam memberikan
pelayvanan; dan
12) telah dilakukan perbuikan secara terus menerus,
2) Aspek Hasil Antara
Ukuran keberhasilan yang digunekan schagai hasil antara
apabila peningkatan kualitas pelayanan publik berjalan dengan
baile adalah denpan penilaian tingkat kepatuhan terhadap standar
peiayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Talur 2009,
3) Aspek Reform
Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat:
a) Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan
publik pada:
(1] Kesesuaian Persyaratan;
(2) Kemudahan Sisten, Mekanisme, dan Prosedur;
|3) Kecepatan Waktu Penyelesaian;
(4) Kejelasan Biaya /Tarif, Gratis;
(5] Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
(&) kompetensi Pelaksanea/Web;
(7] Perilaku Pelaksana/ Wels;
(8) Kualitas Sarana dan prasaran;
(9) Penangunan Pengaduan, Saran dan Masukan.
b) Upava dan/atau movasi pada perijinan/pelavanan  telah
dipermudah:
[1] waktu lebih cepat;
(Z) adur Iebih pendel/ singkat; dan
[3) terintegrasi dengan aplikasi.
¢} Penanganan pengaduan pelayanan
Indikator ini diukur dengan melihat penanganan pengaduan
pelayanan  dan  konsultasi  dilakukan  melalui berbagai
kanal/media secara responsif dan bertanggung juwab,

4. Sasaran, Langkah dan Indikator Pembangunan Kompaonen Hasil
Komponen Hasil merupakan dampak dan upaya-apaya atau
program/kegiatan yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama dalam
mewujudian sasaran RB. Tingkat keberhasilan RB dapat dilihat melalui
capaian sasaran ssbagal berikut:
. Akuntabllitas Kinerja dan Kevangan, dengan dua indikator vaitu:
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1) Opini Badan Pemertksa Keyangan; dan
2) Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP);
b, Kualitas Pelayanan Publik, dengan saty indikator yaitu Indeks
Persepsi Kualilas Pelayanan (TPKP).
¢, Pemerintahan yung Bersih dan Bebas KKN, dengan satu indikator
vaitu Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).
d. Kinerju Organisasi, dengan tiga indikator yaitu:
1) Capaian Kinerja Kententeridn Agsmas,
2) Capaian Kinerja Lainnya; dun
3} Survel Internal Organisasi.

B. Pembangunan Zona Integritas

Hakekat pembangunan 21 merupakan miniatur implementasi RB di
Satuan Kerjiu, yang bertujuan untuk:

. membangun dan mengimplémentasikan prograin RB sehingga mampu
mengembangkan budaya kerja birokrasi yang antikorupsi, berkinerja
tinggl dan memberikin pelayanan publik yang berkualitas; dan

2. membangun percontohan pads Satuan Kerja/UPT Kementerian Agama
sebigol unit Menuju WBK dan WBEM.

Sutuan Kerja/UPT yang telah mesmiperoleh predikat WBK/WBEM
menunjukkan baliwa program RB telah dijalankan dengan baik, Satuan
Kerja/UPT tersebut dapat dijadikan contoh bagi unit kerja yang lain dan
hasil nyata program RB dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh
riasyarakst pengguna lavanan. Oleh karena itu implementas: RB pada
Satuan Kerja/UPT difokuskan pada pembangunan ZI menuju WBK dan
WBBEM.

. Komponen Pembangunan Zona Integritas
Sebupaimana komponen RB, komponen pembangunan ZI jups
memiliki dua jenis komponen yang harus dibangun dalum Satuan
Kerja/UPT terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Dy
bawah ird adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing
komponen dan indikator pembangun koemponen.
Gambar 2.3
Model Hubungan Masing-Masing Komponen Pembangunnan Z1
Menumu WBK dan WBEBM
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Melalui madel tcrsebut dapa-at dzm‘&lkan bahwa komponen ZI sama
hainya kemponen RB, tetapi dalam 21 hanya terditi dan 6 [enam)

komponen, dengan mengescualikan  komponen  penataan  peratuiran



- 97 -

perundang-undangan dan komponen penataan dan penguatan
organisasi, karena keberhasilan indikator kedua komponen fersebut
hanyn dapat dilakukan melalui intervensi Kementerian Agama Pusat.

Gambar model di  atas menunjukkan bahwa Monajemen
Perubahan, Penalsan Tatalaksana, Penatdan Manajemen SDM,
Penguatan  Alkuntabilitas  Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik  merupakan  komponen
pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemnenntahan
yang bersih dan bebas KKN serta peningkatsn kualitas pelaysnan
pubtik,

Penilaian terhadap setiap program dalam komponesn pengungkit
dan komponen hasil diukur melaelui indikator-indikator yang diniled
mewalkili program tersebut. Schingza dengan menilai indikator tersebut
diharapkan dapat memberiken gambaran pencapaian upaya yang
berdampak pada pencapaian sasaran,

Komponen yang harus dibanguan dalam Satuan Kerja /UPT terpilib
adalah komponen pengungkit dan komponen hasil,

a Komponen Pengungkit
Romponen pengungkit terdirt dan 6 (enam) komponen, yaing
1} Manajemen Perubahan;
2} Penataan Talalaksana;
3) Penataan Munajernen SDM;
4) Penguatan Akunabilitas Kinerja;
5) Penguatan Pengawasan, dan
6] Peningkatan Kualitas Pelavanan Publik.
b, Komnporen Hasil
Sedangkan komponen  hasil  merupakan  keberhasilan
komponen pengungkil yang dapat menghasilkan sasaran Satuan
Kerja/UPT vang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas
pelayanan publik. Komponen hasil terdini atas 2 {dua) komponen,
altu:
:{] terwujudnya Satuan Kera/UPT vang bersih dan bebas dari
korupsi memiliki bobot; dan _
2) terwujudnya peningkatan  kualitas pelayaran publik  kepada
masyarakat.

- Bobot Masing-Masing Komponen

Total Dbobot kedua komponett adalah 100, dengan  rincian
komponen pengungkit memiliki hobot 60%, dan komponen hasil
memiliki babot 40%. Secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2
Bobot Per Komponen, Sub Komponen dan Indikator
Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM

Kotmponen /Sub Komponen [ Indikator HT:!::;‘_' i
A | Komponen Pengunghit
| 1. Manajemen Perubahan 8,00
a. Tim Kerja | 1.00
b. Reficana Pemburipgunon Zons Intepritas 200




_'_;!s

Kotmnporen / Sub Keanipanert / Indileator Eﬂ?ft
¢, Pemantouan dan Evalues] Perybdingunan WBEK/ WBBM 2.00
|- d. Perubahan pola pilkir dan budnya kerla 3.00 |
| | 2. Penatgan Tata Laksana 7.00
a. Prosedur operasional tetap (SOP) kepiatan utama 2.00
b, E—f]ﬂ e 4.00
6 Reterbukasan Informast Publik 1.00 |
3. Penataan Sistem Mnﬁﬂ{[’l‘ﬂl"l‘] SDM 10.00
a. Perencanasn kebutuhan pegawai sesuai dengan 0.50
kebumhan organisasi
b. Fola Mutast Internal 100
c. Pengembangan pegawal berbasis kompetenss 2.510
d. Penetupan Kinerja individu 4.00
e¢. Penegakan aturan  disiplin/kode etik /Kode perilaku 1.50
pegawii ]
I . Sistem Informasi Kepegawaian 0.50
I 4. Penguatan Akuntabilitss 100
! a. Keterlibatan pimpitan = 5.00
_____ b. Pengelnlaan Akuntabilitas Kinerja 5.00
5. Penpuatan Pengawassn 15,00
a. Pengendulinn Gratifikas 300
h. Penerapan SPIP 3.00
¢. Pengeduan Masyaralit 3.00
d. Whistle-Blowinity System 3,00
&, Penanganan Benturan Kepentingan | 300
G, Fmingh.nmu Kualitas Pula,,muﬂ_n Publilk 10,00
a, Standar Pelayanan 3.00
. Budiys Pelavanan Prima 4.00
¢. Penilaian Kepuasan (erhadap pelayvanin 3.00
Jurnlah Rompeonen Pengungkit 60,00
B | Kumponen Hasil
1. Pemerintah yvang Bersih dan Hebas KKN 20,00
a. MNilai Survey Persepsi Korupst (Survel Eksternal) 15.00
b. Persentase temuen hasil pemerilsann (internal dan | 500
clesternal] vang ditindaklanjut
2. HKualitas Pelayanan Pablil 20,00
| & Nilai Perseps: Kualitas Pelayanan (Survel Eksternsl) 20,00
Jumilsh Kemponen Hasil 40.00
' Nilni Evaluasi Reformasi Birokrasi (A + Bj 100

3. Sasaran, Langkah dan Indikator Pembangunan Komponen Pengunpkit

a. Manajemen Parubahan
Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubsh secara
sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir fmind set), serta
budaya kerja feulture set) indiwidu pada Satuan Kegu/UPT yang
dibangun, menjadi lebih baik sesual dengan tujuan ddn sasaran
pembangunan ZI.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

I} meningkatnya komitmen selurah jajaran pimpinan duan pegawal
Satuan Kerja/UPT Kementerian Agama dalam membangun ZI

2)

menuju WBK/WRBM;

terjadinva perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satuan
Kerja/UPT Kementerian Agama yvang diusulkan sebagai ZI menuju
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WRBK/WBEBM: dan
3) menurunnya risiko kepgagalan yang disebabkan kemungkinan
timbulnya resistensi Kementernian Agama terhadap perubahan.
Atas dasar fersebut, maka terdapat beberapa langkah yang
harus dilakukan Satuan Kerja/UPT untuk menerapkan manajemen
perabahan, yaitu:
1) Membentuk Tim Kerja dengan indikator:

a) unit  kerja  teluh membentuk tm untuk melakukan
pembangunan Z1 Menuju WBEK/WBBM; dan

b) penentuan angeots Hm selgin  pimpinan  dipilih’ melalui
prosedur/mekanismie vang jelas.

2) Metiyusun program kerja vang merupakan dokumen rencana
pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM, dengan indikatnr:

a) deokumen rencana kerja pembangunan Z1 Menuju WBK/WEBM
telah disusun;

b) dokumen rencana ketja pembangunan Z1 Menuju WBK/ WBBEM
telah memuat target-targel prioritas vang relevan dengan
tujuan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM; dan

¢) terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan
pembangunan Z1 Menuju WK/ WBBM.

3) Melakulkan pemantavan dan cevaluasi pemibangunan Z1 Menuji

WBK/WBBM, dengan indikator: _

a) seluruh keglatan pembangunan ZI dan WBK/WBBM telah
dilaksanakan sesus dengan target vang direncanakan;

b) terdapat monitoring dan evafuasi terhadap pembangunan ZI
Menuju WBK/ WEBBEM;

¢] hasil monitoring dan evalusst telah ditindalkdaniutd.

4] Melalthkan perubshian pola pikir dan budaya kerja dengan
indikator:

a) pimpinan telah berperan sebagai role model dalam pelaksanann
pembangunan 2l Menuju WBK/WBBM;

b) Agen Perubahan telal ditetaplkan;

¢] budaya kerja dan pola pikir welah dibangun di lingkungan
organisasi; dan .

d} snpgota organisasi terlibar dalam pembangunan Z1 Menuju
WHEK/WBBM.

. Penataan Tatnloksans

Penataan tataluksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi
dan efeklivitas sistem, proses, dan prosedur kerjn vang jelas, efektif,
clisien, dan terukur pada ZI Menuju WBK/WBBM. Target vang ingin
dicapai pacda masing-masing program ini adalah:

1] meningkainya pengeunaan  leknologi informasi dalam  proses
penyelenggaraan  tnunajemen  pemerintahan di 21 Menuju
WEBK/WBEM:

2) meningkatnya efisiensi dan  efektivitas  proses  manajemen
pemenntahan di 21 Menuju WBK/WRBBM; dan

3) meningkatnya kinerja di ZI Menuju WBK/WRBM,

Alas dasar tersebul, maka terdapat beberapa langkah yang
harus dilakukan Samuan Kerja/UPT untuk menerapkan penataan
tatalaksana, adalah:

1) Menyusun Prosedur Operasiopal tetap (SOP) Kegiatar Ulima
sesual ketefuan, dengan indikator:
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g) progedur operasional tetap mengacu kepads peta proses bisnis
Kementerian Agama/Satuan Kerja/UPT;
b} prosedur operasional tetap telah diterapkan; dan
¢} prosedur operasional tetap telah dievaluasi.
2) Mencrapkan E-Office sesuai Ketentuean, dengan indikator:
a) sistem pengukuran kinerja lelah berbasis sistem informasi;
b) sislem kepegawaian telah berbasis sistem informiisi; dan
¢) sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi.
3) Menerapkan Keterbukaan Informasi Publik sesuai ketentuan,
dengan indikator:
a) kebijakan lentang keterbukaan informasi  publik  relah
diterapksin; dan
b) pemaniavan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukan
imformasi publik telah dilaksanakan.

‘©. Penataan Sistemn Manajemen SDM

Penataan sislem manajemen SDM aparatur bertujudan untulk
meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada 21 Menuju
WEK/WBBM, Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

1} meningkatnya ketagtan terhadsp pengelolaan SDM  aparatur
Kementerian Agama pada masing-masing Z1 Menuju WBK/WBBM;

2) meningkatnya transparansi dan skuntabilitas pengelolasan SDM
aparatur Kementerlan Agaima pada maesing-masing masing ZI
Menuju WBK/WBBM,; _ _

) meningkatnya disiplin SDM aparatur Kementerian Agamea pada
masing-masing masing Z1 Menuju WBK/WBBM;

1) meningkatnyva efektivitas manajemen SDM aparatur Kementerian
Agama gE:ﬂEI ZI Menuju WBK/WBBM; dan

5) meningkatnya profesionalisme SDM aparatur Kemenlerian Agama
pada ZI Menuju WBK/WEEM.

Atas dasar hal wrsebut, maka terdapat beberapa langkah yang
harus dilakukan Satuan Kega/UPT untuk menempkan penataan
manajermnen SDM, yaitu:

1) Menerapkan perencanaan kebutuhan pegawal seésual dengan
kebutuhan orgdanisas] pengukuran dengan indikator:
al Satuan Kerja/UPT teleh membuat rencana kebutuhan pegawai
di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan
kualifikasi pendidikan;
b) Satusn Kerne/UPT telah menerdpkan rencana kebutuhan
pegawai di unit kerjanva; dan
c) Satuan Kerja/UPT telah menerapkan pemantauan dan evaluasi
terhdap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
2] Menerapkan pola mutas: mternal dengan indikator:
a) Satuan Kerja/UPT telah menctapkan kebijakan pola ojutesi
internal;
b) Satuan Kerja/UPT telah menerapkan Kebijakan pola mutasi
internal; dan
o] Batuan Kerja/UPT telah memiliki sistem pemantavan dan
evalnasi terhdap kebijakan pola rolasi internal.
3) Meneraplan pengembangan  pegawai  berbasis kompetensi
pengukuran dengan indikator:
a) Satuan Kerja/UPT lelzh melakukan upays pengembangan
kampetensi (capacity butlding/ transfer knowledge}; dan
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b) terdapat kesempatan/hak bagi pegawal di Satuan Kegja/UPT
untuk mengikutl diklat maupun pengembangan kompetens:
lainnya.

4) Menetapkan kinerja individu dengan indikator:

a) Satuan Kerja/UPT telah memilila pcmlalﬂn kinerja individu
vang terkait dengan kinerja organisasi

h) ukuran kinerju individu pada Satuan Kerja/UPT telah memiliki
kesestnian dengan indikator kinegja individua level di atasnya;

¢) Satuwan Kerja/UPT telah melakukan pengukuran kinerja
individu secara periodik; dan _

d) hasil penilpian kinerja individu pada Satuan Kerja/UPT telah
dilaksanakan/diimplementasikan  mulai  dari  penetapan,
implemertasi dan perantavan.

5) Menerapkan penegakan aturan disiplin/kode elik/kode perilaky
pegawai  dengan  indikator pelaksanaan  aluran disiplin/kade
etik/kode perilalay pada Satuan Kerju/UPT telah dilaksanakan/
dimplementasikan,.

5] Menerapkan sistem informasi kepegawaian, dengan indikator
pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah
dimutakhirkan secara berkala,

. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas lkinerja adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/
kegagalan pelalsanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi
dan tujuan organisasl. Program ini bertujuan untuk meningkatkan
kapasilas dan alcuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kementerian
Apama / Satuan Kerje/UPT.

Target vang ingin dicapar melalul program ini adalah:

1) meningkainya kinerja Kementerian Agama; darn

3) meningkainya akuntabilitas Kementorian Agama,

Atas dasar tersebut, maks terdapat beberapa langkah yang
harus dilakukan Satuan Kerja/UPT untuk mengukur pencapaian
program ini yaitu:

1) Melibatkan pimpinan dalam penyelenggaraan sistemt akuntabilitas
kinerja, salab satu komponen vang termasuk di dulamnya adalah
dokumen perencanaan strategis unit kerja tersebut. Dokumen ini
menyajikan arah pengembangan yang diinginkan dengan memper-
hatikan kondisi Satuan Kenja/ UPT saat ini, termasuk sumber daya
vang dirmiliki, strategi pencapalan, serta ukuran keberhasilan,
Agar  perijabaran  dokumen perencanasi  Strategis Ini dapat
terlaksana dengan balk dibutubhkan keterlibatan pimpinan
instansi/ Satuan Kerja/UPT. Indikator keberhasilan langkah ini
adalah:

a) Satuen Kerja/UPT telah melibatkan pimpinan secara langsung
pada saat pENyUSUNAN perencansan; '

b) Satuan Kerja/UPT telah melibatkan pimpinan secara langsung
pada saat peoyusunan penetapan kinerja; dan

¢) Pimpinan Saiuan Kerja/UPT telah memantan  pencapaian
kinerja secara berkada.

2) Mengelola akuntabilieas kinerja yang terdiri dari pengelolaan data
kinerja, pengulkuran kinerja, dan pelaporan kinerja, Untuk
mengukur pencapaian program ind digunakan indikalor:



LA

a) Satuan Kenja/UPT telah memiliki dokumen perencanaan;

b} Dokumen perencanaan Satuan Kerja/UPT 1elah berorientasi
hasil;

¢) Indikator kinerja Satuan Kerja/UPT telah memililsi kriteria
Specific, Measurable, Acheivable, Relevant and ime bound
(SMART);

d) Satuan Kerja/UPT telah menyusun laporan kinerja tepal weda;

¢) Pelaporan kinerja Satuan Kega/UPT  telah  memberikan
infurmasi tentang kinerja;

[ Satuan Kerja/UPT telah berupaya meningkatkan kapasitas
SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja;

gl Satuan Korja/UPT relah membangun sistem informasi kinerjog
dar

I Saruan Kerja/UPT telah memililki ukuran kinerja sampai ke
individu.

e. Penguatan Pengawasan

Penguatan perigawasan boertujuan  uwotuk meningkatkan
pényelengparsan pemerintshan yang bersih dan bebas KKN pada
masing-masing instansi pemerintah.

Target yang m@mn dicapal melalui program ini adalah:

1) meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara

~ oleh Kementenan Agama;

2) memingkatnya efektivitas pengelolasn  keusngan negata pada
Kementerian Agama;

2) meningkatnya stalus opini BPK terhadap pengelolaan keuangan
negara pada Kementerian Azama; dan

4) menurunnya  tingkal  penvalahgunaan  wewenang  pada
Kementerian Agama.

Atas dasar hdl tersebul, meka terdapat langkuh yvang harus
Satuan  Kerja/UPT  lakukan unluk menerapkan penguatan
pengawasan, vaitu:

1] Menerapkan pengendalinn gratifikas: dengan indikator:

a) Satuan Kerja/UPT telah menyesialisasikan peraturan perunidang.
undangan tentarg pengendelian gratifikasi;

b) Satuan  Kera/UPT twlah  memiliki public campaign  tenlang
pengendalian gratifikasi; - '

¢) Satuan Kena/UPT telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi
(UPG): dan

d) Satuan Kerja/UPT twlah mengimplementasikan pengendalian
giatifikasi. '

2) Mencrapkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah  (SPIF)

dengan indikator:

a} Satvan  Kerjn/UPT  relah  mensosialisasikan  pergturan
perundang-undangan tentang SPIP,;

b) Batuar Kerja,/UPT telah membentuk Satgns SPIP,

¢} Satuan Kerja /UPT telah membangun lingkungan pengendalinn

d} Satuan Kerju/UPT telah melakukan peniladan risiko atas janit
kerja;

e} Satuan Kerja/UPT telah melakukan kegiatan pengendalian
untuk meminimalisic risiko yang telah diidentifikasi;

) Satuan Kerja/UPT  telah mengkamunikasikem  dan
mengimplementasikan SPI kepads scluruh pihak terkait;
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¢] Satgas SPIP pada Satuan Kerja/UPT felah melakukan
pemantavan penerapan SPIPsceara berkala; dan

h) Satuan Kerja/UPT welah menyusun laporan penerapan SPIP
kepada Menteri melalui Sckretaris Jenderal setiap awal bulan
Desember.

3) Mengelola pengaduan masyarakat dengan indikator;

al] Satusn Kena/UPT lelah mengimplementasilean  kebijakan
pengaduan masyarakal,

b) Satuan Kerja/UPT telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil
penanganan pengadusn masyarakat;

¢} Bauzan Kerja/UPT telah melakukan pemantauean dan evaluas)
alas penanganan pergaduan masyarakal; dan

d} Satuan Kerja/UPT telah menindaklanjutl hasil evaliiasl dtas
penanganan pengaduan masyarakat,

4 Mengelala Whistle Blowing System (WBS) dengan indikator:

a) Satuan Kera/UPT telah menerapkan whistle blowing system
(WES},

b} Satuan Kerja/UPT telah melakukan evalussl atas penerapan
whiistle blowing system (WBS), dan

¢) Satvan Kerja/UPT  menindaklanjuti  hasil evalussi atas
penerapan whistle blounng system (WBS)

5) Mengelola penanganan benturan kepentingan dengan indikeator:

a) Sataan Keija/UPT telah mengidentiflkasi benturan kepentingun
dalarn tugas Iungsi utama,

b) Satuan Kerja/UPT telah menyosialisasikan  penanganan
Penturan kepentingan;

¢) Setuan Kera/UPT lelah mengimplementasikan penanganan
benturan kepentingan:

d} Baroan Kerja/UPT telah melakulan evaluss: alas penanganan
benturan kepentingan; dan

e) Satuun Kerja/UPT telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas
penanganan benluran kepentingan.

6] Meningkatkan kepatuhan penyampaian laporan harta kekavaan
pegawal dengan indileator;

a) Selurull pegawdi yang wajib menyampaikan lLaporan Harla
Kekayaan Penyclengpara Negara (LHEPN) telsh menvampaikan
LHKPN ke KPK; dan

b Seluruh pegawar yang wajib menyampaikan Laporan Harta
Kekayaan Aparatur Sipil Nogara [LHIKASN) telah metyvampaikan
LHEASN melalul aplikasi Sistem Informasi Peélaporan Hartas
Kekuyiaan (SiHARKA),

. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suam
upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovisi pelayanan publik
pada masing-masing inslansi pemerintah sccara berkala  sesuai
kebutuhan dan harapan masvarakat, Di samping itu, peningkatan
kualitas pelayanan publik dilakukan uniuk membangun kepercayaan
masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam ranglka
peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan
mﬂsf;irakat sebagal sarana untuk melakukan perbaikan pelavenan
publik.

Target yang ingin dicapai melalui program peningkatan kualitas
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prlavanan publik ini adalaby

1} meningkatnya kualitas pelavinan publik (lebili cepat, lebih murdh,
lebih aman, dan lepih mudah ti:jangkauj pada Kementerian Agama;

2} meningkatnya  jumlsh  unit  pelayanan  yang  memperoleh
standardisas) pelayanan internasional pada Kementerian Agama;
dan

3) menmgkatnya indeks kepuasan musyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik Rementerian Agama.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa langkah yang
haris dilakukan Satuan Kena/UPT untuk menerapkan peningkatan
kualitas pelayanan publik, vaitu:

1] Metermpkan standar pelayarian dengan indileator:

a) Batuan Kerja/UPT telah memiliki kebijakan standar pelayanan;

b Satuan Kerja/UPT lelah memaklumatkan standar pelayanan;

c) Satuan Kerja/UPT lelah memiliki SOP bagi peléksanaan
standar pelayanan; dan

d) Satuan Kerja/UPT telah melakoulkan revin dan perbaikan atas
standar pelayanan dan SOP.

2) Menerapkan budaya pelayanan prima dengan indikator:

a) Satuan Kerja/UPT telah melakukan sosialisasi/pelatithan
berupa kode etik, estetika, capaecity buillding dalam upava
penerapan budava pelayanan prima;

b) Satuan Kerja/UPT teldh memiliki informasi tentang pelayanan
mudah diakses melalui berbagai media;

¢) Satuan Kerja/UPT telah memiliki sistem rewoard and punishment
bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada
penerima lavanan bila lavanan tidak sesuai standar;

d] Batuan  Kerja/UPT telah  memiliki  sarane  ldvanan
terpadu /terintegrasi; dan

£) Satuan Kerja/UPT telah melakukan inovasl pelayanan,

3) Meningkatkan kepuasan terhadap pelayanan dengan indikator:

a) Batuan  Kerja/UPT  telah  melakukan  survel  kepussan
masyarakat terhadap pelayanan;

bj Hasil survei kepuasan masvakat tersebut dapar diakses secara
terbuka; dan _ ' o

¢) Satuan Kenja/UPT telah melankukan tndak lanjut atas hasil
survei kepuasan masyarakar.

4. Sasaran dan Indikator Pembangunan Komponen Hasil
Dalam pembangunan ZI Menuju WBK  dan WBBM, [okis
pelaksdanann RB tettuju pada dua sasaran utama, yaitu:

a. Terwyjurdnva emerintihan yang bersih dan bebas KKN, sasuran
terwujudnys pemerintahan yang bersih dan bebas KKN diaoar
dengan mengeunakan ukiiran:

1) Nilai persepsi karups) (survel eksternal); dan

2] Presentase penvelesalan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHF).

b. Terwujudnya peningkatan  kualitas  pelayanan  publik  kepada
masyarakat, sasaran terwujudnya peningkatan Kualitas pelayanan
publik kepada masyarakat diulkur melalui nilai persepsi kualitas
pelayanan (survel eksternal),

Untuk mempercepal  pembangunan Z1 pada Satuan Kerja/UPT
diperlukan kontribusi Tim Kerja Kementerian, TPI, Tim Kerja Unit Eselon |
dlau E‘ll‘:‘l.i.:'ll unit lain yang mempunyai kewenangan terkait komponen Proses
dan Hasil.
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Oleh karena itu, Tim RB Kementarian, TPI, Tim RB Eselon | dan Tim

RB Kerju Satuan/UPT [Tim Kerfa) dalani proses pembangunan juga
mempunyal peran:
L menjadi  tempat konsultasi bagi Satuan Kerja/UPT yang sedang

[

membangun Zi;
menjadi faaﬂ'.:tﬂTGr dalam pemberian asistensi dan pendampingan dalam
rangka pembangunan ZI di Satuun Kerja/UPT schingea Satuan
Kerja/UPT mempunyal pemabaman dan persepsi vang sama terkait
komponen-komponen pembangunan Zi; dan
melakukan konsultansi kepada TPN terkait proses pembangunan Zl
pada Satuan Kerja/UPT;

Dalam pembangunan ZI pads Satuan Kerja/UPT, hal-hal yvarg perlu

dilakukan dun menjadi perhation adalah;

l.

2

3.

o o

membangun  komilmen antara  Pimpinan dan  pegawal  dalam
pembangunan ZI;

. memperhatikan dan melengkapi unsur-unsur pembangunan Z1 seperti

dijelaskan pada unsur pengungldt;

melaksanakan survel manditi terkait pelayvanan publik dan persepsi ann
korupdl pada unit kerja yang diusulkan;

membuat berbagai inovasi dalam upaya perbaikan pelayanan publik dan
pencegahan korupsi;

melaksanakan program atau kegiatan yang sifatnva bersinggungan
langsung dengan measvarakat atau stakeholder:

membuat strategi komnikasi dalam rangka menginformasikan semua
perubahan yang dilakukan oleh unit kerjs kepada masyarakart:
melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas kemajuan
vang dilakukan oleh unit kerja vang dinsualkan.
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BAB 11
TAHAP PELAKSANAAN REFORMAS] BIROKRASI
DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. Tahapan Pelaksanaan RB
1. Pembentukan Tim RE _
a. Tim RB Kementerian Agama terdiri dari:
1) Tim RB HKementerian, vang dibentuk dan ditemapkan dengan
Keputusan Meriteri;
2) Tim RB Unil Egelon T yang dibentuk dan ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan unit Esélon 1 Pusat; dan
3) Tim RB Saman Kerja/UPT yang sclanjutnya disebut Tim
Pembangunan Z1 Menuju WBK dan WBBM yang dibentuk dan
ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Satuan Kena/UPT.
b, Ketentuan mengenai Tirm RB sebapaimana dimaksud dalam hurul a
akan dijelaskan pada Sub Bab huruf C pada Bab ini.
2. Penyusunan Roadmap Relormasi Birnkrasi

Roadmop Reformasi Birokrasi merupakan rencans rinci yang
memuat tahapan sistematis pelaksanaan RB Kementerian Agama dalam
kurun wakiu lertenty, Secara substantf, Roadmap Reformasi Birokrasi
Kemenlerian  Agama disusun mengacu pada Rooadmap Reformasi
Birokrasi Nasional dan rencana strategis Kementenan Agama.
a. Tujuan Roadmap

Roadmap Reformasi) Birokras) Kementerian Apama bertujuan:

1) menjadi instrumen yang akan memandu perubaban masmg-
masing arca RB sesuai dengan karaktenstik Kementerian Agama;

2) menjadi instrumen yang mempersatukan selurih program dan
keglatan Kementerian Agama,

3) menjadi instrumen yang memberikan arah perubnhan masing-
masing area dalam rangka mensukseskan program yang telah
dicanangksan,; de

4) menjadi acuan dalam melakulan perubdhan setiap area.

b. Prinsip Dasar Readniap |

Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Apama disusun dengan

mcmp&rhatikaﬂ beberapa prinsip dasar, yaitu:

1] Jelas, Rondmap harus mudah dipahami dan dapat dilaksanakan;

2) Ringkas, Roadmup disajikan sscara ringkas dan padat;

3) Terukur, program, keglatan, target, waktu, outputs, dan outconies
harus dapat divkur;

4} Adiustable, Roadmap harus dapal mengakomedasikan umpan
halik dan perbaikan yang diperhukan;

5) Terincl, Roadmap disusun secara rincian darnn  pelaksanasn
kegiatan dan hasil kegiatan;

6) Komitmen, Roadmap disusun berdasarkan kesepakatan bersama
yang memberikan gambaran kesadaran akan tanggungiawab yang
harus diselesaikan;

c. Musatan Roadmap

Roadmiap Reformasi Birokrasi Hementerian Agatoe, mencakup:

1) Dclapan area perubahan, yang masing- masing aren rmemiliki
target capaian baik target ima tahun maupun target tahunan; dan

2) Program "Quick Wins', baik Quick Wins mandatory maupun chﬁr
Wins mandiri.
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3. Pelaksanaan Roadmap

Pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi  dilaksanakan  sebagai

Berlkut:

a. Dilaksanakan olell tim RB baik ditingkat Kementerian, -eselon
maupun Satuan Kerja;

b, Pelaksanaan Roadmap Relormasl Birokrasi pada masing-masing arsa
dikeordinasikan oleh  pokja  terkait  melalui rapat  koordinasi
pemantauan dan evaluasi serta tindak lanjut hasil evaluasi
1) Rapal Koordinasi

a) rapat koordinasi Pokja dilakukan secars berkala paling sedikit

sekali dalam satu tahun; dan

b) rapat koordinasi Pokja membahas program Kkerja, time line,

penanggung jawabh dan output setiap program /kegiatan.
2) Pemuntauan dan Evaluas:

a) pemantauan dilakukan secara betkala paling sedikit dua kali
dalam setahun;

h) pemantavan dan evaluasi bertujnan untuk memantau realisasi
dan capainn pelaksanaan program kerja masing-masing ares;
dan

©) pemantavan  dan  evaluasi  menghasilkan  catatan  dan
rekomendasi wtas progriam dan kegiatan yang pelaksanaannya
belum sesusd program Kerja yang telah ditetapkan,

3] Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

a) findak lanjut dilakoksn atas rekomendasi hasil pemantauan

dan evaluasi;

b) tindak lanjut sebagaimana dimaksud hurul a dilakukan dengan

meEnyusun rencana aksi;

c] pelaksanaan rencana aksi dilaksanakan tidak melampaui tahun

anggaran berjalan; dan

d) apabila terdapat rencana aksi vang tidak terlaksana pada tahun

Berjalan, makea rencana aksi dimaksud menjadi program kerja
pada tahun berikutnys.

¢, Implementasi Roadmap dikoordinasikan oleh unit kerja yang
mempunyat tugas unegsi yang relevan dengan pelaksanaan RHE,

4, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrusi (PMPRB)

PMPRB merupakan instrumen pehilaian kemajuan pelaksanaan
RB vang dilakukan secara mandini (self assessement] oleh
Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, termasuk Kementerian
Agama,

PMPEB mencakup penilaian lerhadap dua komponen, yaima
Pengungkit (Enablers) dan Hasil [Results). Pengungkil adalah seluruh
upaya yang dilakukan olch instansi pemerintah dalam menjalankan
fungsinya, sedangkan Hasil adalah kineria yang diperoleh  dari
komponen pengungkit. Hubungan sebasb-akibat antara Komponen
Pengungkit dan Komponen Hasil dapat mewujudkan proses perbakan
bagi instansi melalul novasi dan pembelajaren, dimana proses
perbaikan ini akan meningkdatkan kinerja Kemerniterian Agama seciira
berkelanjuran. Komponen Pengungkit sangat menentukan keberhasilan
tugas Kementerian Agama, sedanpgkan Komponen Hasil berhubungan
denpgan kepuasan para pemangku kepentingan.
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PMPRB dilaksanakan dengan tujuan:

. memudalikan Kementerion Agama dalem menyediakan informasi
mengenal  perkembangan pelaksanaan RB  dan  upays-upaya,
perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kementerian Agama;

., memperoleh informas) tentang pelaksanaan RB Kementerian Agamea,
.. menggambarkan pelaksanaan dan pencapaian RB pada Kementerian
Agama,

. memonitor rencana dksi lidak lanjit hasil penilaian mandin dan
hasil evaluasi taliun sebelumnya; dan

.. menyediakan data/informasi bagi Kemenlerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka menyusun
profil nasional pelaksanaan RB.

PMPRB dilakuksns secara onliie meladui  aplikasi PMPRB

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birckrasi
dengan mekanisme sebagai berikul:
#. Pengorganisasian PMPRB

1) PMPRB pada Kementerian Agama dilskukan oleh Tim Penilai
PMPRB Kementerion Agama yang diatur dengan Keputusan
Menteri; dan

2) Tim Asesor merupakan bagian dari Tim RB Kementerian Agami.

. Metodologi Penilaian

Metodologh vang dipunakan untuk melgbukan penilaian pada
komponen pengungkit, adulah teknik “eriterio referrenced  test”
dengan cara menilai setiap kemponen dengan kriteria penllaian dari
masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria
penilaian tertuang dalam Lembar Kerja BEvaluasi (LKE) RB. Nilai
akhir, kesimpulan; dan rencana aksi tndak lapjut diperoleh
berdasarkan konsensus tim Asesor.

. Teknik Pénilaian

Teknik penilaian pada dasarnys merupakan cara/alat/metode
yang digunakan untulk pengumpulan dan analisis dats. Berbagai
teknik penilaian dapat dipilih untuk mendukung metode pentlaian
vang telah ditetapkan, sehingga mampu menjawab  tujuan
dilakukannya penilaian mi. Teknik pengumpulan dala yang
digunakan antara lain: kuigioner, wawancara, observasi, studi
dokumentasi atay kombinasi beberape, ti2knik terseput.

Sedangkan teknilk analisis data antara lain: telaahan sederhana,
berbagai analisis dan pengukuran, metode: statistik, pembandingan,
analisis logika program dan sebagainva. Pendolumentasian langhkah
penilaian  dituangkdn dalam Kertas Kerja Evaluasi  (KKE) agar
penigumpulan data dan analisis fakia-fakta dapat ditelusuri kembali,
Nilai hasil skhir dar penjumlahan  kompanen-komponen akan
dipergunakan untik menentukan tingkar pelaksanaan RB, dengan
kategor] sehagaimana tabel berikue.
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Tabel 3.1
Kategori Nilal Reformesi Birokrasi

Predikat

Interpretasi

=90 - 100

Istimewa

OrEarisas

sebagai
berbasis  kinerja
yang mampy  mewujudkan
seldruh susaran  Reformasi

Memenuhi  kriteria

=80 - 90

Sangat
Baik

BB

=70 - &)

Baul

Birolkrasi. _

Mementhi karakteristik
organisas:  berbasis  kinerja
rETun belum marmnpu
mewljudkan keseluruhan
sasaran Reformasi Birokrsi
balk  secara  instansional

maupun di tingkat unit kerja.

Secara Instansional mampu
mewujudkan sebaglan besar
sasaran Relormasi Birokrasi,
Namun PENCEPAIAT SASAran
pada tingkat unil kerja hanva
sebagian leeeil saja

550 - 60

- =B0 -T0

Culkup
Baik

Penerapan Reformasi
Birokrasi bersifat formal dan
SOCATE substunsi belum
mamipu mendorong perbailan
kinerja organisasi.

Cukup

Penerapan Reformasi
Birokrasi  secars  formal
terbatas di tingkat instansi
dan belum berjalan secara
merata di seluruh unit kerja.

=30-50

0-30

Buruk

Penerapan Reformasi
Birokrasi secara formal di
lingkat instansi dan hanyva
mencakup sebagian keail urit
kerja, )

Sangat
Buruk

Memiliki
menerapkan
Birgkrasi
kinerja
terwujud.

inigiatif awil,

Reformasi
dan  perbaikan
mstansi belum
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d. Tahap Pelaksanaan PMPRB
Gambar 3.
Alur PMPRB

Vi o1 bigw s bt

bt Bar ¥ pni et

Kementerian Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi melalul Admin Kementerian Pendayugunasn Aparatur
Negara dan Relormasi Birokrasi akan memberikan 1D username
dengan kata sandi kepada Inspekiur Jendéral untul dapar masuk ke
dalam aplikasi PMPRB. Setelah masuk aplikasi untuk pertama kali
diharuskan untuk memperbarui data profil sebelum membuat alkun
umit kerjp dan melakukan penilaian,  Inspektur Jenderal membust
akun untuk unit kerja dan diserahkan kepada unit kerja

Pelaksanaan PMPRB Keimenterian Agama dilaksanakan dengan
rentang wakiu sebagai mana tabel berikut

Tabel 3.1 .
Rentang Wakty Pelaksanaan PMPRB

No | Tahap Kegiatan Waktu Pelaksana
I | Pelaksanaan PMPEB Unit 2 s.d. 8 April Tim RB Unit
Estlon 1 L Eselon 1
2 | Submil PMPRB Unit Eselon | Q-Apr . Tim RB Unit
| |kepada TRl | Eselom 1
3 | Reviu PMPRB Unit Eselot 1 10 s.d. 14 April T
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Nb Tahap Kegiatan Walktu Pelaksuna
4 | Pengumpuls Evidence PMPRB | 15 s.d. 21 April | Tim RB Kemenag
hemenag o
5  Reviu dan verifikasi PMPRE 22 s.d. 26 April TPI
Kétmenag
6 | Tindak Lanjut Hasil Reviu 27 5.d. 28 April | Tim RB Kemenag
PMPRE Kemenag -
7 | Submit PMPRB dari TPI Paling akhir 30 TFI
Kemenag kepada Sekretarial April

EB [narasi cek di Permenpan)

8 | Submit PMPRB Kemenag dari Paling akhir 30 | Tim Pelaksand BB

Sekretanat BB kepada TPN April (cek di Permenpan
| (narasi cek di Permenpan| dan KMA)
9 | Penyampaian Laporan PMPRB | Paling akhir 7 TPI
Mei

B. Tahapzn Pelaksdnnan Pembangunan Zona Intepritas

1.

N

Fencanangan Pembangunan Zl

Pencanangan Pembangunan 21 adalah deklarasif pernyataan dari
pimpinan Satuan Kerja/UPT yang telah sigp membangun 21, dengan
memperhatikan beberapa ketentuan, vadtu:

a. Seluruh atau sebagian besar pegawainya telah menandatangani
Dokunien Pakta Integritas, yang dapat dilakukan secara serentak
pada saal pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan
dalem rangka mutasi kepegawaian.

b. Bagi Satuan Kega/UPT vyang belum  seluruh pegawainya
menandatangani Doliumen Pakta Integritas dapal melanjutkan/
melengkapi setelah pencanangan pembangunan 21,

¢ Pencanangan Pembangunan ZI pada Unit Eselon | puasat dapat
dilakukan secara bersama, sedangkan pada Saluan Kerja/UPT
daerah dapat dilakukan secara bersama dalam satu provinsi.

d. Pencanangan pembangunan ZI dilaksanakan secara terbuka dan

dipublikasilan secara luas dengan maksud agar semua pihak

lermasuk masyarakat dapal memantau, mengawal, mengawasi dan
berperan serta dalam program kegiatan RB khususnya di bidang

E:ncqg&han korupsi dan peningkatan kualitas peloyvanan publik,
nandatanganan Plagam Pencanangan Pembangunan 21 untuk Unit

Eselon | pusat dilaksanakan oleh pimpihan Upnit Eselon | terkait,

sedangkan untuk Saluan Kerja/UPT dacrah dilaksanskan oleh

Pimpinan Satuan Kerja/UPT terkait,

I Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman Rl unsur masyarakal
lainnya (perguruan tingei, tokoh masvarakal/L8M, dunia usaha)
dapat juga menjadi saksi pada sast pencanangan ZI.

Proses Pembangunan ZT Menuju WBK dan WBBM

Proses pemibangunan 21 merupakan tindalk lanjut pencanangan
yang telah dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah, Proses
pembangunan ZI difoluskan pada penerapan program Manajemen
Perubshan, Penalzan Tataleksana, Penataan Manajemen SDM,
Penguatan Pengawnsan, Pengistan Akuntabilitas, dan Peningkatan
Kunlitas Pelayanan Publik vang bersifat konkrit.

Pembangunan Z1 menuju WBK dan WBBM pada Kemetiterian
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Agarna dilakukan melalul mekanisme sebagai beriloat:
a. Prases PMPZ]
PMPPZ1 dilakukan dengan tahapan sebagai berilut:

1)

2}

3}
4)
5
7

7]
8)
£l

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI);

Submit Penilaian PMPZI Unit Rerja ke Fimpinan Unit Eselon |
terkait;

Evaluasi penetapan calon pilat project Satker WBK dan WBBM;,
Penilaian pendahuluan;

Pengusulan Calon Pilot Project WBK /WBBM; _

Survey Satker Calon Piot Project WBK dan WBEM;

Penyampaian Laporan Hasil Survey kepada TPl

Pelaksanaan Penilaian Satker Calon Pilo! Project;

Penyampaian Laporan Hagil Penilaian PMPZI kepada Menleri;

10) Penetapan Pilot Praject; dan
11) Submit Hasil Penilaian PMPZI kepada Kemen PANRB.
b. Penetapan Satuan Kera,/UPT Berpredikat WBK dan WBEM.

Becara rinci, mekanisine pembangunan Z] menuju WBEK dun

WBBM pada Kementetign Agama dapal diuraikan sebagal berikut:
Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI);
a. Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI)

seluruh Satoan Kena/UPT sampa dengan tingkat eselon 11

pada Kementerian Agama wajib melakukan PMPZL. Pelaksanaan
PMPZI dilakukan dengan tahap sebagai berikut:

1)

2)

3

4

Pembeniukan Tim Kerja .

al Pembentukan Tim  Kerja dilakukan dengan  mekanisme
pembentukan yang disepakati aleh pmmpinan dan jajaran
Satuan Kenja/UPT: dan

b) Tim Kerja yvang telali disusun selanjulnyva ditetapkan dengan
Keputusan pimpinan Satuan Kerja/UPT.

Penyusunan Program Kerja .

a) penyusunan program kerja merupakan lnngkah awal kerja Tim
dalam pembangunan Zi;

b) program' kerja disusun dengan fokus pada enam area
petnbarigunan;

¢} program kerja mencakup prioritas pembangunan pads setiap
area pada periode tithun tertentu; dan

d] program kerja mencantumkan penangeung fawab duan waliu
pelaksanaan.

Pelaksanaan PMPZI

d) PMPZ] dilakukan eoleh Tim Kerja Satuan Kerja/UPT dengan
melibatkan seluruh jajaran Satuan Kerja/UPT:

b} PMPZlL dibatasi sefiap tshun anggaran dimulai tangeal |
Januar s.d, 31 Desember tahun berjalan;

¢ Nilai Hasil PMPZI harus dibuktikari dengan data dukung
fevidence) yang relevan dan memadai; dan

dj. PMPZI dilakukan dengan instrumen PMPZI/Lembar Kerja
Evaluasi (LKE), selanjutnya diinput secara elektronik (ontine)
melalai aplikasi PMPZ] Kementerian Agama.

Pemantauan dan Evaluasi PMPZI

a) Pimpinan Satuan Kerja/UPT melakukan pemantauan dan
evaluasi atas pelaksansan PMPZI minimal dus kali dalam satu
tehun anggaran;
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b) pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan Program
kerja yang telah ditstapkan;
<) pemantauan dan evaluas harus menghasilkan catatan dai
rekomendasi  untuk  ditindaklanjuti olel Tim Kerja  dan
penanggung jawab program;area;
d} seluryh tindak lanjut ates rekomendasi hasil pemantauan dan
evaluasi dilakukan sebelum 31 Desember tahiun berjalan; dan
€ tindak lanjut husil pemantauan dan evahsi dapat dijadilan
data dukung atas nilai PMPZL.
b. Pelaporan PMPZI
1) setisp pimpinan Satuan Kerja/UPT Kemeriteriai Agama wajib
melaporkan PMPZI kepada Unit Eselon | terkait:
2} pelaporan PMPZI dilakulean setisp akhir tahun angearan; dan
d) pelaporan PMPZI dilakukan secara online oleh pimpinan Satuan
Kerja/UPT,
¢. Evaluasi penetapan calon pilat project Satuan Kerin WBK dan WBBM
1} evaluasi penetapan calon pilot project Satuan Kerja WBK dan/atay
WBBM dilakukan oleh Tilm RR Unit Eselon | terkait;
2) evaluasi dilakukan dengan melakukan analisis atas hasil PMPZI
melalui aplikasi PMPZI Kementerian Agama;
J) ketenluan Satuan Kerja/UPT sebapai calon pilut profect WBK
dan/atau WBBM ditentulan oleh kebfjukan unit esclon | masing-
masing dengan memperhatikan peraturan yang berlakn;

d. Penilaan Pendabtluan
Penilaian Pendahuluan dilakukan oleh Tim RB Unit Eselon 1.

Penilaian pendahuluan untuk memastikan bahwa unit kzrija eselon |

terkait, terlibat langsung dalam membangun, memantau  dan

mendampingi pembangunan ZI unit kerja di bawahnya. Oleh karena

i, diperlukan Tim Penilai pada unit kerja eselon | untuk menilsj

unit kerja yang ada di bawahnya, dengan tthapan:

1) menyusun Tim Penilai sesuai dengan kebutuhan;

2) Tim Penilai Unit Esclon | terdirl darl umnit di internal yang
kompeten dalam megevaluasi komponen pembangupan ZI:

3) menyusun program kerja penilaian,

4) Tim Pegilar Unit Eselon ! melakukan penilaian  berdassvkan
lembar lkerja evaluasi (LKE] PMPZI secara obyektil lerhddap
pembangunan ZI yang dilakukan oleh Satuan Kerjs /UPT:

5] Penilaian Tim Penilai Unit Eselon | berdasarkan Judgement Tim
sesuai data dukung vang ada:

e Pengusulan Calon Pilot Project WBK/WRBBM _

1] Satuan Ketja/UPT yang memiliki nilai hasil verifikasi minimal
75,00 dinyatakan memeniihi persyaratan sebagal calon pilod
project Satuan Kerja/ UPT berpredikat WBK dan WBBM dan dapat
diusulkan untuk dievaluasi lebih lanjut oleh TP,

2) Tim Penilai Unit Eselon 1 melakitkan  penilaian  dengan
menggundkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE] khusus pada
komponen proses/ pengungkit;

3} Hasll penilaian pendahuluan disampaikan kepada pimpinan unit
eselon | masing-musing dengan melampirkan hasil penilaian Tim
disertal dengan bukt penduking dan diinpul melalui aplikasi
PMPZ] Kementeridan Agama:

4 Pimpinan unit eselon | mengusulkan Satuan Kerja/UPT yang
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dinyatakan memenuhi persyaritan kepada TP sebagai calon pilot
project Satuan Kerja/UPT berpredikat WBK dan/atau WERM.
[. Burvey Satker Calon Pilo! Project WBK dan WBBM
Survei terhadap Satuan Kerja Calon Pilat Project WBK dan/atauy

WBEM dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kemonterian Agnma

atay pihak yang telah ditunjuk atss Persepsi Anti Kory psi dan Survei

Persepsi Pelayanan Publik dehgan berkoordinasi dengan Sekretariat

Jenderal .y Bivo Organisasi dan Tata Laksana, dengan ketentusn

sebagai berikul: '

a) survei dilakukan kepada Satuan Kerja/UPT yang memenuhi
persyaratan hasil penilaian unit eselon I:

bl survei dilaksanalan sebalum walty peailajan TP,

] survei dilakukan kepada penerinma pelayanan yvang telah selesai
menetima  pelayanan dad Saruan Kerja/UPT. Hal ini untik
memastikan  bahwa responden telah menerima secars penuh
ranghkaian proses pelavanan sehingga hasil survei akan dapat
memberikan gambaran secara obyektil kualitas pelayanan;

d} minimal jumlah responden yang dilakukan survei adalah 30
resporilen untuk salu unit kerja. Apahila penerima pelayanan dari
unit yang diusulkan secara kuantitatif selama learun wakty saty
bulan kurang dari 30 orang, apabila kutang dari 30 orang
ditambahkan dengan  responden  bulan s¢belumnya, karena
memang karakter unit kega vang bukan pelayanan kebutuhan
dasar, maka tim yang melaksanakan survei skan menentulkan
dengatt jumlah (ertentu  sesuai  kaidah-kaidahk perhitunpai
stalistik.

e) Tim survei harus memperhatikan kompasisi responden terkail
jenis pelayanan yang dimiliki oleh unit kega. Hal ini untuk
memastikan bahwa hasil survei akan mengeambarkan koalitas
dari semua jenis pelayanan yang diberikan oleh unit kerja.

f) Survey dilakukan untilk:

(1) memastikun nilai komponen hasil “terwujudnya pemerintahan
yang bersih dan bebas KKN" minirnal 18,50 untuk Menuju WHE
dan 18,88 untuk WBBM;

(2} memastikan nilai sub komponen “Surve Persepsi Anti Korupsi®
minimal 13,5 atau minimal skor survei 3,60 untuk Meringjis
WBK dan minimal 13,88 atau minimial skor survel 3,70 untuk
WBBM; dan

(3) memastikan  komponen  hasil “terwijudnva  peningkatan
kualitas pelavanan publik kepada masyarakat” minimal 15 atay
skor survel minimal 3,00 untuk unit kerja vang diajukan
berpredikat Menuju WBK dan minimal 17 atau skor SUIVe|
minimal 3,40 untuk unit kerja vang diajukan berpredikat
Mentgju WEBM.

g Penyampaian Laporan Hasil Siirvey

1) Hasil survey disampuikan kepada Kepala Badan Lithang dan
Diklat disertai data dan informasi vang komprehensifl tentang
kelayakan obyek survey sebagal Satuan Kerja/UPT calon pilot
project WBK dan/atau WBBM;

2) Kepale Badan Litbang dan Dilklat menyampaikan hasil survey aras
Saman  Kerja/UPT ying dinyatakan memenuhi  persyaratan
kepada TPI sebagai calon pilot project Sotuan Kenja/UPT berpre-
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dikat WBK dan/stau WBBM kepada TPL
3) Laporan hasil survey Juga disampaikan kepada pimpinan Saluan
Ketja yang disurvey sebagai bahan perbaikan satlan kerja terkait.

h. Penilaian Satuan Kerja Calon Pilot Project
Penilaian Pilot Projeet Satuar Kecja/UPT Berpredikar WBK dan
WBBM, dilalkukan oleh 10| terhadap dua aspek, yaitu;
1) Aspek pelaksanaan RE/ Pengunglat

1) Metode penilaian dan pendalaman  terhadap pelaksanaan
pengungkit pembangundn  ZI terhadap Satuan  Kerja/UPT
dilakukan sesuul kebijakan internal TPI;

2) Penilaian dilakukan tntuk memberikan keyakinan bahwa hasil
penilaian Tim Unit Esélon 1 telah sesuai dengan kondisi yang
auda.

3) TPl dapat melakukan kunjungan lapangan vang bertujuan
uniuk menguji validitas penilaian dengan melihat implementasi
di lapangan.

4] TPl melaleukan evaluasi/penilaian dengan tujuan:

(1) Memastikan bahwa Satuan Kerja/UPT vang diusulkan sebagai
calon pilot project Satuan Kerja /UPT berpredikat Menuju WBK
atau WBBM telah memenubil syarat, Apabila Satusn Kerja/JPT
tersebut tidal memenuhi persyaratan, maka pengusulan akan
ditolak, kecuall ada pertimbangan teknis lsin darl TPL Apabila
Satuan Kerja/UPT vang diysulkan bukan Satusn Kerja/UPT
yang menyelenggarakan fungsi lavanan strategls, maka jumlah
Satuan  Kerja/UPT veryg  sejenis akan  dievaluasi dengan
maksimal 1 (satu) Satuan Keyja/UPT dengan Satuan Kega/ UPT
yang ditentukan berdasarkan koordinasi antara TPl dan Tim
Penilai Unit Eselon |,

[2) Memastikan bahwa hasil Penilsian: Unit Eselon | Pusat pada
Satuan Kerja/UPT yung diajukan telah memenuhi ambang
batis peniluian, vaity:

[a] Total nilai pengungkit dan hasil minimal 75,00 dengan
minimal nilai pengungkit 40 untk Menuju WBEK;

(b} Total minima)l 85,00 dengan minimal nilu pengungkit 48
untuk Menuju WBBM:

(3) Memastikan hobot nilai per area pengungkit minimal 60%
pada semua ares pengungkit untuk predikat Menuju WRBK;
dan bobor nildi per area pengungkit minimal 75% pads
stmua area pengungkit untuk predikat WBBM: dan

(4] Memastikan nilai pada sub komponen “persentass TLHP"
minitmal 5,00 atau minimal 100% temuan hasil pemeriksaan
(internal dan eksternal) telsh ditindaklanjuti untuk Menujy
WBK dan WBBM.

(3] TP melakukan penilaian dengan mengounukan Lembar
Kerja Evaluasi (LKE) vang memuat indikator petigunglit dan
indikator kamponcn hasil.

i. Pényampaian Laporan Hasil Penilaian PMPZI
1) Apabila unit kerja memenuhi ketentuan di atas, maka Satian
Kerja/UPT diusulkan schagal pilot project Satusn Kerja/UPT
berpredikat WBK atau WBEM.,
2) Apabila  hasil penilaian terhadap  Satuan  Kerja/UPT  tidak
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memenuhi ketentuan di atas, mals Satuan Kerja/UPT tidak
divsutkan sebagai pilot project Satuan Kerja/UPT berpredikat WBK
atayl WBBM.

3) Hasll penilalan TPl ditnput melahai aplikasi PMPZI Kementerian
Agiuma, dan laporan hasil penilaian TP| disnmpaikan kepada
Menteri

1. Penentuan Pilot Project

1) Satugn Kerja/UPT yang berdasarkan hasil Penilaign TR telah
memenuhi syaral untuk diajukan sebagai Satuan Kerja/UPT
berpredikal WBK dan WBBM diusulkan sebaga pilot  project
kepada Kementerian PANRE; |

2] Tim Kerja Kementerian memproses pengusulan Pilot Project Satuan
Kerja/UPT Berpredikat WBK dan WBBM berdasarkan laporan
hasil penilaian TPl

3] Burat Usulan Pilot Project Satuan Kerja /UPT Berpredikat WBE dan
WBBM ditandatangani oleh Menteri

k. Bubmit Hasil Penilaian PMPZI kepada Kemen PANRB

1) Menleri mengajukan usulan revin atas piiot project Satuan Kerja/UPT
berpredikat menuju WBK/! WBBM ke Menteri Pendayagunsian
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Tim Penilai Nasional
(TPN);

4] Pengajuan reviu kepada TPN tersebut dilakuikan dengan membuat
sural perohonan reviu pembangunan Z1 Menujn WEBK /WiEBM;

3) Surat usulan dimaksud dengan melampirkan hasil penilaian TPT
disertad dengan bukti pendukung

4) Permohonan reviu pembangunan ZI kepada TPN mengguniakan
sistem informasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas
(PMPZ1) melalul alamat website ALY, BIREEE, MERBan. o, id.

9} Pengajuan reviu kepada TPN melalui PMPZL dilakukan paling
lambat pada tanggal 31 Mei setiap tehunnya. Apabila terdapat
perubahan terkair Tangsal waktu pengajuin reviu, berdusarkan
informasi dari Kermnenterian Pendaydgunaari Aparatur Negara dan
Reformas) Birokrasi, maka walktu pengajuan akan disesuaikan.

b. Penetapan Satusn Kega /UPT berpredikat WBK dan WBBM
1) Penetapan Satuan Kerja/UPT WBEK

a) Menteri menetapkan Satuan Kerja/UPT gebagal Satunn Kerja/UPT
berpredikat WEBK berdasarkan penclapan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

b) Satuan Kerja/UPT berpredikat WBK ditetapkan dengan Keputusan
Menteri; dan

¢] Penetapan predikat WBK berlaku sesuai dengan ketentuan vang

_ tertera dalam Keputusun Metiter,
2} Penetapan Samuan Kerja,/UPT WBBM _

a] Penctapan predikat WBBM menjadi kewenangan  Menterd
Pendayagunaan Aparatur Negara dan  Reformasi Birokrasi
berdasarkan hasil evaluasi TPN;

b) Pénetapan Satuan  Kerja/UPT berpredikat WBBM  ditetapkan
dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrusi: dan

¢l Penetapan predikat WBBM berlakn sesuai dengan  Keputusan
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Menteri Pendayagunaan Apsratur Negaia dan Reformusi
Birokrasi.

C. Tim Relormasi Birokrasi
1. Tim RB Tingkat Kementerian
a. Tim RB Tingkat Kementerian beranggotakan pejabat struktural dan
fungsional pada Unit Eselon T pusat;
b. Tim RB Tingkat Kementerian dibentiik dan ditetapkan oleh Menteri

2. Tim RB Tingkat Unit Eselon |

a Tim RB Tingkat Unit Eselon | beranggotakan pefubat struktural dan
fungsional pada Unit Eselon | terkail
Tim RB Tingkal Unil Eselon 1 dibentuk dan ditetapkan oleh prmpinan
Unit Eselon 1 rerkait.
Susunan Tim RB Tingkat Unit Eselon | terdin atas:

b.

cl

1
2)
3)
4)

Penangsung Jawab

Ketua

Seleretaris

Kelompok Kerju, vang terdin atas:

a) Kelompok Kerja Manajemen Perubahan;

b} Kelompok Kerja Dergulasi;

€) Kelompok Kerja Penatann dan Penguatan Organisasi;

d) Kelompok Kerja Penataah Tala Laksana:

v Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya
Marusia: .

f] Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas;

g) Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan; dan

h} Kelompok Kenga Peningkatan kualitas pelavanan public.

il Masing-masing kelompok kerja terdivi darl:

a) Koordinator Pokja,

b) Angeota Pokja; dan

¢} Sekretarial.

Kelentuan personalia Reformasi Birokrasi Unit Esilon | adalah:

a) Penanggung Jawab: Pimpinan Unit Eselon | terkait

b) Retum:Selretaris Unit Eselon | Pusat terlait

e} Sekretaris:Pojabal Eselon 1 dlau Pejabat Fungsional vang
ditunjuk

d) Kelompok Kerja
Susunan, personalia Polja pada unit eselon 1, baik koorclmator,
anggota dan sekretariat dibentuk berdasarkan kesepukaran
internal unit-eselon T terkait.

d. Tugis Tim RB Tingkat Unit Eselon |

1)

Penanggung Jawsh

Penanggung Jawab mempunyai tugas:

a] menetapkan langkah-langleah kerja yang harus ditempuh
cdalam proses penilaian:

b) memantau pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut atas hasil
penilaian . mandiri  untuk  perbaikan pelaksanaan  dan
pencapaian. RB  unit kerfanya pada masing-masihg area
permibeahan;

¢) menetapkan kebijakan rangkaian penyelenggaraan RB pada
unit kerja dan pembangunan 21 pada mstans: vertikal /UPT di
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bawahnya, sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana aksi

vang telah diletapkan; _ .

dl memutuskan kébijakan {entang pelaksanaan RB pada it
ketja dan pembsngunan ZI pads instansl vertikal/UPT di
bawahnya;

¢ memantau kemajuan atas realisasi pelaksgnaan RB pada unit
kerja dan pembungunan ZI pada inslens! vertikal/UPT di
bawahnya setiap tritulan, semester dan tahunan: dan

[} mermberikan arahan, saran dan rekomendasi atas pelaksanasn
RB pada unil kerja dan pembangunan ZI pada instansi
vertikal /UPT di hawahnya,

2) Ketua

Ketua mempunyal tugsis:

a) Mengoorditiasikan PMPRB, antara lain:

(1} melakukan penilaisn mandiri pelaksanaan RB pada uhit
masing-masing paling sedikit sekali datami {satu) tabun;

(2) melakukan pengolahan data hasil PMPRE umil kerja pada
masing-rasing ared perubahan;

(3) menyisun laporan hasil PMPRB Unit Eselon I dan

(4) melakukan submit PMPRB unit eselon | dan secara LEpat
wakiu;

(5) menyusun, melaksanakan dan memsntay rercana tindak
hasil evaluasi BB pada unit kerja dan pembangunan Z1
pada instansi vertikal/UPT di bawahnya secara berkala:
dan

(6) menyampaikan laporan hasil PMPRB kepada Keordinator
Asesor PMPRE,

b) Mengpordinasikan PMPZI, antara lain:

(1) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan RE pada unit kerja
dan  pembenganan  ZI pada  instansi verfikal /UPT di
bawalinya; _

(2) menyusun, melsksanakan dan memantau rencana tindsk
hasil evaluasi pembangunan ZI pada instansi vertikal [ UPT
i bawahnya secara berkaly;

(3] menyusun bahan evaluasi PMPZI Satuan Kerja/UPT Calon
Pilot Project WBK/WBBM sccara berkala;

(4) membentuk Tim Penilaian Pendahuluan terhadap Satusn
Kerju/UPT Calon Pilot Project WBK/WBBM di buwahriva;

(5 melakukan  penilaian  pendabuluan terhadap  Satuan
Kerja/UPT Calon Pilot Project WBK /WBBM di bawahnya, dan
melaporkan hasil penilsiannya kepada Sekreturis Jenderel;

(6] menyusun pengusilan Satuan Kerja /UMl sebagai calon il
projfect Satuan Kerja/UPT berpredikat WBE dar WBEM;

(7) menyusun bahan pembinaan Satuan Kerja /UPT di bawalinya
dalam permbangunan Z1 menuju WBK dan WEEM:

(8) melakukan  pemantavan terhadap Satuan  Kerja/UPT o
bawalinya yang berpredikat WBK dan WBBM secars berkala;
dah

19) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan. unit
eselon 1,

3) Sekretaris
Sekretaris memprnyai tueas:
1) Membantu pelaksanaan PMPRB, yait
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a) menylapkan  bahant  pelaksanaan  penilaian mandis
pelaksanaan RB pada unit masing-masing paling sedikit
sckall dalam| (satu) tahun; _

b) menyiapkan balan pengolahan data hasil PMPRB unit ketja
pacla masing-masing area perubaharn;

c) menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil PMPRB Unit
Eselon I; dan

d) menyiapkar balian submit PMPRSB unit eselon | dan secarn
tepal waktu;

¢} menyiapkan  bahan  penyusunan, pelaksanaan  dan
pemantavan rencana tindak hasil evaluasi RB; dan

f) menyiapkan bahan laporan hasil PMPRE kepada Koordinator
Asesor PMPRB, '

2) Membantu pelaksanann PMPZI, yaitu:

a) mtn}'iapﬁ:n- bahan pelaksanaan kegiatan RB pada unit kerja
dan  pembangunan ZI pada instansi  vertilal /UPT di
bawahnya;

b) menyiapkan  bahan  penyusunan, pelaksanaan  dan
pemaniaduan rencana tindak hasil evaluasi pembangunan ZI
pada instansi vertikal /UPT di bawahnya secara berkala;

c] menyusun bahsn evaluasi PMPZI Satuan Kerja/UPT Calon
Pilot Praject WBK/WBBM sceara berkala;

d] menyiapkan bahan pembentikan Tim Penilaian Pendaliulian
terhadap Saluan Kerja/UPT Calon Pilot Project WBK/WEBM di
bawahnya;

¢) menvlapkan bahan  penyusunan  penilaisn  pendabiuluan
terhadap Satuan Kerja/UPT Calon Pilot Project WBK/WBBM di
bawahnya, dan melaporkan  hasil penilaiannye  kepada
Sckretaris Jenderal;

[) menyiapkdn balian pengusulan Satuan Kerja/UPT sebagai
cialon pilot project Saluan Kerja/UPT berpredikat WBK dan
WEBM:

g) menyiapkan bashan pembinaan  Satusn  Kerja/UPT  di
bawahnyva dalam perbangunan Z1 menuju WBK dan WBBM:
dar

h) menviapkan bahan pemantauan terhadap Satuan Kega/UPT
di bawahnya yang berpredikat WBK dan WBBM secara
berkals.

3) Mclapufkax-"x hasl pelaksanas tugas kepada Ketua,

4] Kelompok Kerja
8] Koordinator Pokja mempunya (ugas: __

(1) menyusun rancangan kebijakan tingkat unit menEnet
kebijakan Polge Kementerian  sesuai dengar area
perubahannya;

(2) melakukan pemstaan capaian area  berdasarkan  hasil
evaluasi;

(3) menetapkan target maksimal area pada tahun tertenty;

(4) menetapkan agenda perubahan  setiap tahun  samped
dengan tahun target maksimal yang telah disepakati;

(3] menyusun  sirategl pencupaidn  target  sesuai agenida
perdbaliin dan target vang telah disepakati;
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[6) melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
agenda perubshan secara berkala;

(7) menyampaikan data dan informasi secara benar kepada tim
eraluator dalam. pelaksanaan evaluasi RB;

(8) berkoordinasi  dengan Tyt RB  Kementéerlan  dalam
mematitau pelaksannan kebijakan; _

() bertanggung jawab terhadap progres pade area perubphan
masing-masing;

(10Jmenyajikan data dukung dan informasi yang akurat dalam
kegiatan PMPRB sesudi area masing-masing; dan

(11)melaporkan hasil pelaksanaan agenda perubahan kepada
Ketua Pelaksana secara berkals.

b) Anggola Pokja

Angegnta Pokijn mempunyai tugas:

(1) mendokumentasikan pelaksanaan kegintan Pokja;

(4} menyiapkan bahun rancarigan  kebijakan  lingkat unit
mengacu kebljakan Pokja Kementerian sesudi densan srea
perubahannya;

{3} menyiapkan bahan pemetaan capaian area berdasarkan
hasil evaluasi;

(1) menyiapkan bahan target maksimal area pada tahun
tertentu;

(5) menylapkan bahan agenda perubahan setiap tahun sampai
dengan tahun target maksimal yang telal disepakati;

(6] menyiapkan bahan strategi pencapaian target sesuai agenda
perubiahan dan target vang telah disepalati;

[7) menyiapkan Dbahan pemantavan dan  evalussi  atas
pelaksanaan sgenda perubahan secara berkala;

(8} menviaplkan bahan /data dan informasi secara benar kepada
tm evalualor dalam pelaksanaan evaluasi RRB:

(9) menyiapkan bahan keordinasi dengan Tim BB Kementerian
dalam memantau pelaksanaar kebijakan:

[10)menyiapkarn bahan datad dukung dan informasi yang alurat
dalam kegiatat PMPRB sesual aréa masing-masing dan

(11}menyjapkan bahan laporan hasil pelaksanaan agenda

perubahan kepada Ketua Pelaksana secara berkala.

o. Tim Reformasi Birokrasi Tingkat Satan Kerjay UPT
1} Tim RB Tingkat Sanwun Kerja/UPT selanjutnva disebut Tim Kerja

Perbangunan Z1 menuju WBK dan WBBM disingkat Tim Kerja.

2} Tim Rerja beranggotakan pejabat struktural dan fungsional pads

Satuan Kerja/UPT.

3) Tim Kerja. dibentuk dan ditetapkan olel pimpinan Satuan

4)

Kerja /UPT, lerdiri:

a) Penangguog Jawab;

b) Ketus;

¢) Sekretaris; dan

d) Anggots,

Ketentuan personalia Tim Kerja:

a) Penanggung Jawab adalah pimpinan Satuan Kerja/UPT;

b) Kelua adalah Kepala Biro/Kepala Bagian Administrasi pada

PTKN/Kepals Bagian Tuta Usaha pada Kantor Kementerian
Agama  Provinsi/Kepals Sub Bagian Tate Usaha pada
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Hankemenag Kab/Kota/Balai/Asrama Haji/ KUH;
o] Sekretaris adalah peiabat/ pelaksana yang ditunjuk; dan
d) Anggota adalah seluruh pejabat/ pegawal yang ditunjulk.

m Kerja mempunyai tugas:

1) Penangegung Jawah:

2

3]

a) memutuskan kebijakan tentang penyelenggnraan
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Satuan Kerja/UPT;

b} merhantau  kemajuun  atas realisasi penyelengearaan  ZI
menuju WBK dan WBEM setiap triwulan, semestér dan
tahunan Satuan Kerja/ UPT; dan

¢} memberikan  arahan, saran  dan  rekomendast atas
peluksanaan pembanguran ZI menuju WBK dan WEBM
Satuan Kerja/UPT; dan

d) melakukan submit PMPZI kepada unit eselon [ terkait paling
lambat tanggal 31 Desember.

Ketua mempunyai:

a) mengoordinasikan penyusunan rencana dan program kerjn;

b) menyusun reéncana aksi pembangunan ZI menuju WBK. dan
WBBM berdasarkan program kerja vang telah disepalkati;

o] melakukan implementasi regulasi pembeangunan ZI meniiju
WBK dan WBEM pada Satuan Kerja/UPT;

d) melaksanakan pembangundan Z1 sesusi program kerja dan
rencana aksi vang telah diretapkan;

¢] melakukan pemantausn atis pelaksanaan rencana  aksi
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM pada Satuan
Kerja/UPT di lingkungannya;

) melakukan penilaian mardisi pembangunan ZI secara berkala
baik secara munual maupun secara elektronik  melalu
aplikasi PMPZI Kementerian Agama;

gl mengoordinasilan terpenuhlinya seharih dokumen
pendukung pembangunan ZI;

h] melakukan pemaniauan dan evaluasi terhadap capaian target
yvang telah  ditetapkan  melalui penilaian  mandiri
pembangunan ZI baik secara manual maupun secara
elektranik:

i) mengagendakan pelaksanaan submit PMPZI setidp akhir
tahun penilaian; dan

1l melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan Satuan
Kerja/ UUPT.

Sekretaris: _

a) mengoordinasikan tugas-fugas kesekretariatan;

b) mengelola  administras penyeclenggaraan  Tim  Kerja
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;

¢ menyiapkan bahan penyusunan rencuna darn program kertja;

d) menyiapken bahan rencang aksi permbangunan Zl menuju WBK
dan WBBM berdasarkan program kerja vang telah disepakati;

¢] menyiapkan bahan implementasi regulasi pembangunan ZI
menujis WBK dan WBBM pada Satuan Kerja [ UPT;

{) menyispkan bahan pelaksanaan petnbangunan Z1  sesuai
program kerja dan rencana aksi yang telah ditetapkan:

gl menylaphan bahan pemantauan atas pelaksanaan rencans
aksi pembangunan Z menuju WBK dan WBEM pada Satuan
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Kerja/UPT di linghkungannya;

h) menyiapkan bahan penilaian mandiri pembengunan Z1 secdra

il

berkala baik secara manual maupun secara elektronik melalui
aplikasi PMPZ] Kementerian Agama;

menyiapkan  bdhan  koordinasi  pemenuhan  dokumen
pembangunan Z1;

menyiapkan bahan  pemantausn  dan  evaluasi terhadap
capaian Target yang telah diwtspkan mielal(i penilaian
marnliri pembangunan ZI baik secara manual maupun secara
clektronik;

k) menyiapkan bahan pelaksanaan submit PMPZI setiap akhir
tahun penilaian; dan

I} menyiapkan bahan laporan hasil pelaksanasn tugas kepada
pimpinan Satuan Kerja/UPT.

4) Angeota

a) mengoorditipsikan  pelaksanaan pembangunan  ZI TenujL
WBK dan WBBM di sesuai dengan program unit kerja masing-
masing,

b) memberikan  masukan  bahan  rumusan rencana  aksi
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM sesuai program
unit kerja masing-masing;

¢) menyampaikan informasi terkait perkembangan
pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM unit kerja masing-
masing: dan

d) memberikan sarar dan masukan terkait pembangunan Zl

menuju WBK dan WBBM kepada Ketua.
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BAB IV

SYARAT SATUAN KERJA/UPT BERPREDIKAT WBK DAN WBEM,

MONITORING DAN EVALUASI

A. Syarat Pengajuan Predikat WBK

Syaral Pengajuan Predikat Menuwu WBK harus memenuhi syarat

yang telah ditentukan, baik syarat vang dibebankar untuk Kementerian
maupun syarat untuk Satuan Kerja/UPT vang diusulkan,
1. Svarat tingkat Kementeridan:

a. mendapatkan predikat minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

b

dari BPK atas opini laporan keuangan; dan

. mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [AKIP)

minimal “B".

2. Syaral Tingkat Satuan Kerja/UPT yang diusulkan:
a. memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis:

s
]n—

1} unit yang akan diajukan memiliki peran strategis dalam organisasi
atay memiiky fungs pelayvanan strategis vang bersifat eksternal
dan internal; dan

2) pelayanan strategis yane dimalksud adalah pelayanan  yang
merupakan eare business yang paling merepresentasikan
keberadaan Kementerian Agama dengan freluensi vang cukup
tingzi.

- telsh melaksanakan program-program RB sccata baik, Suiusn

Kerja/UPT yang akan diajuken harus telah meliksanakan program-

program RB secara baik dan berkelanjutan sehingga pelaksanaan

program oleh Satuan Kerja/UPT tidak henya sebatas pada saat
pengajuan ke TPN tetapi memang sudah dijalankan sehelumnya;
mengelola sumber daya yang cukup hesar

Unit yang askan diajukan mengelola sumber dayva  terkait

keorganisasian vang ‘cukup, misslnya SDM, anggaran, teknalogi

inlorrust;

memenuhi umbang batas penilaian, yaitu total nilai pengungkit dan

hasil minimal 75,00 dengan minimal nilai pengungkit 40,00;

memiliki nilal per area pengungkit minimal 0% pada sermuy ares;

memiliki nilai komponen hasil ‘terwujudnya pemerintahan yiang

bersih dan bebas KKN" minimal 18,50 WBK, dan 18 .88 untuk WBEM:
memiliki nilai sub komponen *Survel Persepsi Anti Korupsi® minimal

13,5 atau minimal skor survei 3,60,

. memiliki nilai pada sub komponen *persentase TLHP' minimal 5,00
alau minimal  100% temuan hasil pemeriksaan (internal dan
eksternal) tefah ditindaklanjuii; dan
memiliki nilai komponen hasil “terwujudnya peningkatan kualitas
pelayenan publik kepada masydrakat” minimal 15 atau skor survei
minimal 3,00.

B. Syarat Pengrjuan Predikat WBBM

Svarat Pengajuan Predikar Menuju WBBM harus memenuhi syarat

vang telah ditentukan, bdik syarat yang dibebarkan untuk Kementerian

may

pun syarat untuk Satuan Kerja/UPT vang diusulkar.

l. Syarat tingkat Kementerian:

®

. mendapatkan predikat minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTH) atas
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laporan keuangan; dan _

b. mendapatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Tnstansi Pemerintah (AKIP)
minimal *3°,

2, Byarat Tingkat Satuan Kerja /UPT yang diusulkan:

a. memenuhi seluruh  persyaratan pengajuan  Satuag Kerja/ UPT
berpredikat WBK: '

b. merupakan Satuan Ketja/UPT yvang scbelumnya telah mendapatkan
predikal WBK.

¢, memenuhi ambang batas penilalan, vaitu total nilai pengungkit dan
hasil minimal 85,00 dengan minimal nilai pengungkit 48,00;

d. memiliki nilai per area pengungkit minimml 75% pada semua area
pengungkit;

e. memiliki dilai komponen hasil *terwijudnys pemerintshan yang
biersih dan bebas KKN™ 18,88;

[. memiliki nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Koru psi” minimal
13,88 atau minimial skor survei 3,70;

2. memiliki nilad pada sub komponen “"persentase TLHPT minimal 5,00
atau minimal  100% ternuan  hasil pemerilsaan  (internal  dan
sksternal) telah ditindaklanjuti; dan

L. memiliki nilai kompenen hasil “terwujudnya peningkatan kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat” minimal 17 atau skor survei
minimal 3,40,

C. Pemantaagn

L. Terhadup Satuarn Kerja/UPT yang Sedang membangun ZI
Pemantauan terhadap Satuan Kerja/UPT vang sedang membangun
Z1 dilakukan oleh:
i. Pimpinan Satuan Kena/UPT: dan
b, Tim BB Unit Esclon 1 yang membawahi.
<. Terhadap Samuan Kerja/UPT yang Tidak Leolos Pilot Project
Pemantavan terhadap Satuan Kerja/UPT yang Satuan Kerja/UPT
yang Tidak Lolos Pilot Project dilskukan oleh Tim BB Unit Eselon 1 yang
membawahi,

3. Terhadap Satuan Kerja/UPT yang berpredikat WBK dan/atau WBBM

Satuan Kerja/UPT yang telah mendepat predikat WBK atan WBBM
menipakan  unit  percontohan  nasional  terkalt pelaksanaan  RB,
khususnya dalam hal kuoalitas pelayanan publik den integritas anti
korupsi. Oleh karena itu, dalam rangks menjaga Satuan Kerja/ UPT
rersebut tefap menjuaga pelayanan ataw integritas dan memastikan ticulk
terdaput penurunan kualitas serta menjaga dari berbagal penyimpangan,
maka diperlukan langkah-langkah yang haras dilaleukan oleh TP, antara
lain:

a. melakukan pemantalan secarn kopsisten terhadap unit yang telah
mendapal predikat Menuju WBK serta memaniay perkembangan
pembangunannya untuk Memaju WBBM;

b. melakukan survel internal untuk mengetuhul dan mienjaga kualitas
pelayanan den integritas. Pelaksanaan survei mengeunakari metodalogi
yang felah ditetapkan oleh TPN; (dapat menggunakan hasil Surved
Kepuasan Masyarakal (SKM) untuk melihat kualitas pelayanan dan
integritas),

c. melakukan  penilaian  internal  dan meldporkan  perkembangan
pembangunan Z1 di unit yang telah mendapal predikar Menuju WBEK
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melalui PMPZI sgtidaknya setiap dua tahun apabila pada kurun wakiu
tersebur Satvan Kerja/UPT tdak digjukan untuk di reviu Menuju
predikar WBBM;

d.melakukan penilalan  internal  dan  melaporkan  kondisi  atau
perkembangan ZI di Satuan Kerja/UPT yang telah mendapat predilat
Menuju WBBM melalui PMPZI setiap dua tahun sekali; (contoh surat
penyvampaian pemantauan dan evaluasi atas Satuan Kerja/UPT yang
telal mendapat predikat Menuju WBK/WBBM: dan

e. melakukan identifikasi dan klarifikasi apabila lerdapat pengaduan
terhiadap maladministrasi dl Satuan Kerja/UPT yang telah mendapat
predikat WBE/WBBM, mendorong dan memantau  penyelesaian
pengaduan maladministrasi lersebut,

D, Evaluasi
Evaluasi terhadap pemberian predikat WBK/WBBM kepada Satuan
Rerju/UPT dilakukan secara berkaly oleh TP dan Tim Kerja Kementerian.
Apalila  hasil  penllaian  menunjukkan  Satuan  Kerjo/UPT yang
hersangkutan tidak memenuhi svarat minimal WBK/WBBM, maka predikal
Meonuju WBK/WBBM dapat dipertimbangkan untuk dicabut predikat
Menuju WBK/ WBBM.
1. Tindak Lunjut Hasil Pemantauan

Langkah yang harus dilakukan oleh TPI:

)melakukan  verifikasi  atas  leporan  pemantsusn  Tim Kerja
Kementerian dan Tim Kerja Unit Eselon T terhadap Satuan Kerja/UPT
vang telah mendapalkan predikil Menuju WBK atau Menuju WBEBM:

2) melakukan reviy lapangan berkala terhadiap Satuan Kerja/UPT yang
telah mendapalkan Menuin WBK/WBBM; dan

J) melakukan verifikasi lapangan dan lklarifikasi dengan Tim Kerja
Kementerian dan Tim Kerja Unit Eselon | apabila terdapat laptran
dugaan maladministras) vang diterirma olel TPI terkait pelayan atau
ntegritas i Satuun Kerja/UPT yang telah mendapat  predikat
Menuju WBK atau Menuju WBRM.

2. Replikasl pada Satuan Eerja/UPT yang telah merath predikat Menuju

WBK/WBBM

Sebagai upasya untuk mendorong percepatan pembangunan 7]
pada  Satuan  Kerja/UPT lain, ‘maka dapat dilakuken replikasi
pembeangunan ZI dari unit yang telah mendapal predikat Memaju

WBK/WBBM, dengan ketetuan sebagai berileut:

&. Replikasi dapat dilakukan oleh Satuan Kerja/UPT vang sedang
membangun dengan melakukan studi tiru dan modifikasi sesuul
dengan karakteristik vang dimiliki;

b. Model replikasi perlu di dorang oleh TPI daf Tim Kerja Kementerian
kepada Satuan Kerja/UPT lain dan dijadikan standar bagl pemilihan
unit kerja selanjutnya; dan

c. Menteri perlu menctupkan kebijakan untuk mendorong Satuiin
Kerja/UPT melakukan replikasi pada unit yang telih mendapstkan
precikat WBK atau WBBM schinggn replikasi terhadap Satuan
Rerja/UPT vang telah mendapat predikat mentiju WHBE,/WBBM akan
berjalan secara sistematis.
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E. Pencabutan Predikat WBK/WBBM
Apabila berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanva faktor yang
menyebabkan satuan kerja WBK/WBBM Lidak lagl dipenuhinya indikator

WBIK/ WBBM, mala;

1. Secara tertulis TPl akan merckomendasikan kepada Menteri uniuk
melaporkan hal tersebut kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi terkait pencabutan predikat Menuju
WBK/WBBM pads Sawan Kena/UPT tersebut.

2. Satuan Kerja/UPT yang telah dicabut predikat Mepuju WBK/ WBBM,
tidak dapatl diasjukan lagi untuk untik mendapatkan predikat Menuju
WBK selang 2 tahun setelah penetapan pencabutan diterhitkan.
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BAB V
PEMBINAAN, PENGHARGAAN
DAN PENGAWASAN

Untuk menjaga terpelibaranya predikat Menuju WBK/WBBM, maks

perlu dilakukan perpbinaan dan pengawasan yang efektif.
A. Pembinann

1.

Pembinaan harus dilakukan terhadap Satuan Kerja/UPT secara
institusional dan terhadap pegawal pada Satuan Kerja/UPT yang
bersangkutan.

. Pembinaan dapat dilakuken melzslui peinbangunan karakter pegawai

melalul pelatihan anti korupsl alau pembentukan Integritas, pendekatan
spiritual /keagamaan untuk memperbaiki  atau  meluruskan  niat,
sehingga memiliki kemauan dan kemampuoan untuk meningealkan sikap
dan perbuatan koruptif serta perbuatan yang melanggar hulkum lainnva.
Pembinaan dilakukan oleh Pimpinan Kementerian Agama, datt pimpinan
Satuan Kerja/UPT.

. Pembinaan dilaksanakan tidiak hanya untuk memelihara/memperta-

hankan predikat menuju WBK/WBBM yang diperoleh, melainkan jugs
untuk menuju tercapainya predikat menuju WBBM.

B. Penghargasn

1.

Penghargaan Satuan Kerja /UPT Berpredikat WBK

a. Satuan Kerja/UPT yang telah mendapatkan predikat Menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) diberikan penghargasn berupa alokasi
penambahan anggaran tahun berikutnya:

b. Tambahan anpggaran dialokasikan untuk memenuhi  kebutuhan
sarana layanan publile

¢. Satusn Kerja/UPT berpredikat WBK wajib mengajukan Rencans
Anggaran Belanja (RAB) untuk keperluan pemenuhan sarana publik
sesual kebutuhan;

d. Pimpinan HKementerian Agama wajib mengakomodir RAB yang
diajukan oleh Satuan Kega/UPT setelah direviu oleh Inspektorsl
Jenderal; dan

e. Pemenuhan sarana  layanan  publik  dimaksudkan agar Satuan
Ketja/UPT yang lelah berpredikat WBK dapal meningkat menjadi
Satuan Kena/UPT berpredikat WEBM.

. Penghargaan Satuan Kerja/UPT Berpredikat WBBM

a. Satuan  Kerja/UPT yang telalh mendapatkan predikat WBBM
diberikan penghargasn berupa kenaikan tunjangan kinerja sebesar
maksimal 50% dari tunjangan kinerja yvang berlaku pada tshan
berjalan pada angearan tahun berikutnya;

b, Kepatkan lunjangan kinerjn berlaka bagi selurul pegawai pada
Satuan Kerja/UPT berpredikat WBBM sesuai dengan kelas jabatan
masing-maging,

c. Satuan kerja WBBM mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja
kepada Menteri c.q. Sclretaris Jenderal dengan melampirkan
dolumen rencana anggaran kenaikan tunjangan kinerja, untuk
fahun berikuinya dengan rapel tahun berjalur,

d. Biro Keuangan dan BMN Sekretariat Jenderal memproses kenaikan
tunjangan kinerjn sesual kelentusn setelah mendapat persetujuan
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dari Kementerian/Lembaga/Pilak terkait dan usulan dari unit terkeit
kepada Biro Keuangan dan BMN untuk dialokasikann oleh Biro
Péerencanaan .

€, Biro Perencanasn Sekretariat Jenderal memproses usulan kenaikan
tumjangan Kinerja sesual ketentuan sstelah mendapat persetijuan
dari Kementerian/Lembagu/Pihak terkail dengan memperhatikun
kesedinan angearan; .

f. Penghargaan lentang kenaikan tunjangan kinerja pada Satuan
Kerja/UPT berpredikat WBBM ditetaplkan dengan Keputusan Menteri;

g Ketentuan pemberian  kenaikan tanjangan  kinerja  lersebut
dinyatakan tidak berlals kembali apabila Satuan Kerja/UPT
dimaksud telah dicabut predikat WBBM sesual ketestuan vang
berlaku.

C. Pengawasan
1. Masyarakat dapat berpartisipasi melakuken pemantaven  dag
pengawasan melalui  berbagal media  seperti  kontak  pengaduan
masyarakat, website, e-mail, TP 5000, dan lain sebagainya.
2. Hasil tindak lanjut darl pengaduan/pelaporan masyarakat dijadikan
hahan oleh Menteri dalam mengevaluasi penetapan predikat Menuju
WBK/WBBM.
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HAHR VI
EVALUASI DAN PELAFORAN

A. Evaluasi

1.

£

Tim RB Kementerian melakulon evaluasi atas pelaksanaan RB dan
pembangurian Z1 pada selurubh Satuan Kerja/UPT pada Kementerian
Agama sccara berkala minimal satu kali dalam saru tahun.

. Tim RB Unit Eselon | melakukan evaluasi atas pelaksanaan RE pada

unit eselon T terkait dan pembangunan ZI pada Sarnan Kerja/UPT
secara berkala minimal satu kali dalem saty rahun.,

Tim' Kerja Pembangunan Z1 Satuan Kerja/UPT melalkukan cvaluasi alas
pelaksanaan pembangunan Zi pada Saluan Keria/UPT secara herkala
mirimal dua kali dalam satu tahun,

4. Hasil evalunsi yang dilaksanakan oleh Tim RB  Kementerian
disampatkan kepada Menteri.

3. Hasil evaluasi vang diluksanakan oleh Tim RB Unit Eselon |
disampaikan kepada Pimpinan Unit Eselon | terkait.

6. Hasil evaluasi vang dilaksanakan oleh Tim Kerja Pembangunan 2Zi
disampaikan kepade Pimpinan Satuan Kerja/UPT terkait.

7. Evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI dan kinerja WBK/WBBEM
vang telah ditetapkan perlu dilakukan untuk mengetahiui efektivitas
pedoman ini.

8, Bvaluasi dilaksanakan oleh Tim RB melalui penelaahan laporan-laporan
yang diterima dan pengolahan infommasi yang diperoleh langsung di
lapangan,

B. P&Lapuran

]

- Pimpinan Satuan Kerja/UPT berpredikat WBK dan WBBM  wajib

menyampaikin laporan kepada Pimpinan Unit Eselon | terkait tentang

pelaksanaan pembangunan Zl menuju WBK dan WBBM secara berkals;

Menteri wajib menyampuikan laporan kepadn Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai:

a. telah  dilaksanakannya pencanangan pembangunan Z1  pada
Rementerfan Agama;

b. telah diterapkannya Satuan Kerja/UPT yang berpredikal WBK: dan

c. hal-hal lain yang terkait dengan proses pembangunan Z1,
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BAB VI
PENUTUP

Satuan Kerja/UPT berpredikat WBK/WBBM merupakan outcome dari
mplementasi RB pada Saman Kerja/UPT, sekaligus merupakan upava
pencegahan korupsi vang dilaksanskan secara konkrit di dalam linglaup ZI1.
Semakin banyak Satuan Kerja/UPT Kementerian Agama yang mermnperoleh
predikat WBK/WBEM, maka program RB Kementerian Agama semaldn
terimplementast secara Kongrit melalui Pengembangan WBK/WBBM secara
bertahap sejalan dengan konsep Jsland of Integrity,

Diharapkan, upaya imi akan menjadi bagian dori upaya vang dapat
meningkatkan  citra  balk Kementerian Agama dan  dapat memberikan
kontribust terhadap nilai IPK Indonesiz, Unfbuk g diperlukan upava dan
pendekatan yang proaktil’ dalaim rangka memperlihatkan kepada masyarakat
Indonesai bahkan dunia internasional/global, bahwa upaya pencegahan
korupsi di Kementerian Agama dilakukan secara kontinyu dan komprehersif.

Pedoman Pelaksanaan ini bersifat dinsmis, dalam artd ketentuan:
ketentuan  di dalamnya  dapat diubsh sesuai kebutuhan berdasarkan
perkembangan lingkungan sirategis vang ada, sehingga semakin mengarsh
kepada 2ero tolerance approach dalam pemberantasan korupsi.

MENTERI AGAMA REPUBLIK NDONESIA,
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